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ABSTRACT 

THE POLICY IMPLEMENTATION INTRADITIONAL MARKET 
MANAGEMENT IN THE IMBA YUD T AKA TANA TIDUNG REGENCY 

Safrini Sari 
Safrini. Sari64@gmail.com 

Postgraduate Program 
Open University 

This study aims to examine the management of lmbayud Taka traditional 
market at the Tana Tidung Regency and the policy Implementation in the Traditional 
Market Management of lmbayud Taka at the Tana Tidung Regency. 

In terms of methodology, this research used a qualitative research method 
with a descriptive approach. 

The results show that the market does not meet the standards issued by the 
Regency Office, lack of budgetary resources and human resources, lack of 
communication among parties involved in market management. 

It can be concluded that the lmbayud Taka traditional market at the Tana 
Tidung Regency does not adopt good management system. The policy 
implementation of Market Management in the Imbayud Taka market can be 
explained by four factors, namely :policy standards and goals, resources, and 
characteristics of implementing agencies and strengthening activities and 
communication between organizations that are not yet fully effective, generally 
speaking. 

Therefore, it is necessary to have a clear coordination between the Department 
of Labor, Perindagkop and Transmigration with all the parties involved, such as 
holding a coordination meeting among relevant SKPDS. Moreover, socialization 
activities to the community in the form of counseling or coaching to marketer, 
purchaser and market manager about the importance of market management for the 
community are also needed. 

Keywords: Implementation, Policy, Market Management. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL 
IMBA YUD T AKA DI KABUPA TEN TANA TIDUNG 

Safrini Sari 
Safrini. Sari64@gmail.com 

Program PascaSarjana 
Universitas Terbuka 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah 
pengelolaan Pasar tradisional Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung dan mengkaji 
bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar tradisional Imbayud Taka di 
Kabupaten Tana Tidung. 

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasar belum memenuhi standar kabupaten, 
kurangnya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi 
yang terjalin dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar. 

Kesimpulan dari penelitian pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung 
belum mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Implementasi Kebijakan Pengelolaan 
pasar Tradisional Imbayud Taka dapat dijelaskan melalui empat faktor yaitu, Standar 
dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana dan Penguatan 
Aktivas dan Komunikasi antar organisasi yang umumnya belum sepenuhnya berjalan 
secara efektif. 

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, 
Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan 
rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan j uga kegiatan sosialisasi 
terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, 
pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat. 

Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pasar 

ii 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung 

a. Letak Georgrafis dan Luas Wilayah 

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten Termuda di 

Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia yang disetujui pembentukkannya 

pada sidang paripuma DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini 

merupakan pemekaran dari 3 wilayah keeamatan di Kabupaten Bulungan, 

Kalimantan Timur yakni Keeamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia 

dengan luas wilayah 4.828,58 km2 dan jumlah penduduk 22.503 jiwa, 

sukubangsaasliyang menduduki Kabupaten Tana Tidung adalah Tidung 

dan Berusu. Sejak tahun 2012 kabupaten ini merupakan bagian dari 

Provinsi Kalimantan Utara seiring dengan pemekaran Provinsi baru 

tersebut dari Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat ini pembagian wilayah 

administratifnya bertambah dari 3 keeamatan menjadi 5 keeamatan dari 23 

desa menjadi 29 desa 

Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah kepulauan yang 

memiliki keragaman bentuk , baik di daratan maupun di perairannya. 

Kabupaten Tana Tidung sebagian wilayah Kee. Sesayap, Kee. Sesayap 

Hilir, Kee. Tana Lia, Kee. Betayau dan Kee. Muruk Rian, adapun batas­

batas Kabupaten Tana Tidung ; sebelah utara berbatasan dengan Kab. 

Nunukan ; sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi, Kab. Bulungan, 

42 
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dan kota Tarakan ; sebelah selatan berbatasan dengan Kab.Bulungan ; 

sebelah barat berbatasan dengan Kab. Malinau. Kondisi yang demikian ini 

ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan ak1ivitas manusianya, 

satu ciri utama kajian geografis adalah hubungan antara fisik dan unsur 

non fisik yakni sosial, ekonomi, budaya dan lainnya . 

b. Keadaan Penduduk dan Potensi Yang dimiliki 

Tahun 

2012 

2013 

2014 

Pembangunan nasional dapat terwujud karena adanya dukungan 

dari penduduk, penduduk merupakan faktor yang penting dalam 

pencapaian tujuan pembangunan nasional karena sebagai modal dasar 

pembangunan.Jumlah penduduk Indonesia yang padat menjadi rendahnya 

kualitas penduduk namun jumlah penduduk yang besar jika diimbangi 

dengan kualitas penduduk yang tinggi akan dapat menjadi modal dasar 

pembangunan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2014. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung adalah 

sebanyak 20.400 jiwa. 

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Kelamin, Data 

Kecamatan 2014 

Penduduk Rasio Jenis 

Laki-laki Perempuan J umlah Total Kelamin/Sex Ratio 

9.349 7.685 17.079 122,24 

10.380 8.605 18.985 120,63 

11.300 9.100 20.400 124,18 

Sumher : Data Badan Pusat Statistik Kahupaten Tana Tidung 
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Jika dilihat dari data diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk 

cukup berarti dan masih harus bertambah mengingat luas wilayah Kabupaten 

Tana Tidung yang cukup luas. Perbandingan penduduk Laki-laki dan perempuan 

menunj ukkan tingkat sex ratio pada tahun 2014 sebesar 124, 18 artinya diantara 

124, 18 penduduk laki-laki Kabupaten Tana Tidung terdapat 100 penduduk 

perempuan. Tingkat sex ratio ini bervariasi pada seluruh kecamatan.Struktur 

penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkanjenis kelamin menunjukkan posisi 

yang hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki 53,23% dan perempuan 

46,77%.Dalam kurun waktu 5 tahun perkembangan jumlah penduduk laki-laki 

Kabupaten Tana Tidung lebih cepat jika dibandingkan dengan perkembangan 

jumlah penduduk perempuan. 

Kondisi ini menjelaskan bahwa Kabupaten Tana Tidung mempunyai 

potensi sumber daya manusia yang cukup baik jika dikaitkan dengan penduduk 

kelompok yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk dari kelompok dewasa perempuan. 

Penduduk Kabupaten Tana Tidung terdiri dari penduduk pribumi yaitu 

penduduk yang berasal dari suku tidung dan suku belusu, dismping itu juga, 

penduduk Kabupaten Tana Tidung dilengkapi berbagai penduduk lain yang 

datang dari berbagai penjuru tanah air.Dari aspek pembauran dan interaksi antar 

etnis telah berhasil menciptakan ikatan kohesif pada masyarakat majemuk yang 

kondusif serta kokoh dalam persatuan dan kesatuan faktor tersebut sangat 

mendukung visi dan misi Kabupaten Tana Tidung. 
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Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari : 

a. Produk lkm 

45 

Sampai tahun terakhir tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung terdapat 124 

industri kecil dan menengah.Lima jenis komoditi unggulan daerah yang 

dihasilkan industri kecil dan menengah meliputi industri pengolahan 

perikanan, pertanian, perkebunan, kerajinan, makanan. 

b. Pariwisata 

Kabupaten Tana Tidung mempunyai beberapa obyek wisata yang cukup 

potensial untuk dikembangkan. Di Kabupaten Tana Tidung 3 obyek wisata, 

dengan perincian obyek wisata sebagai berikut: 

1 ). Obyek wisata alam yaitu air terjun gunung rian, batu mapan, rongkang, air 

panas buang baru 

2). Obyek wisata sejarah dan budaya, kampong hilang desa menjelutung 

3 ). Obyek wisata agro, kebun sayur 

c. Fasilitas Ekonomi 

Kabupaten Tana Tidung menyediakan sarana dan prasarana perekonomian 

dua pasar yaitu, Pasar Imbayud Taka di desa tideng pale dan Pasar Kujau di 

desa kujau.Di Kabupaten Tana Tidung belum memiliki lembaga keuangan dan 

pusat-pusat perbelanjaan modem. 

c. Keadaan Penduduk Kabupaten Tana Tidung 

Hampir sebagian penduduk Kabupaten Tana Tidung mata 

pencahariannya adalah nelayan dan petani karena wilayah Kabupaten Tana 

Tidung yang daratannya luas dan mempunyai banyak anak sungai.Dan 
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sebagianlagi UKM, IKM dan PNS.Adapun Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2014 sebanyak 1508 orang. 

Perhatian Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di bidang pendidikan juga 

sangatlah besar hal ini dibuktikan dengan telah selesainya pembangunan 

sekolah unggulan terintef:,rrasi, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan 

sekolah menengah keatas pada akhir tahun Anggaran 2014/2015. 

Gedung sekolah di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 39 orang yang 

terdiri dari 1 sekolah TK, 27 sekolah SD, 8 sekolah SMP dan 3 sekolah untuk 

SMA. Dari jumlah tersebut telah tertampung 3.495 peserta didik yang sedang 

bersekolah dengan rincian 56 murid TK, 2.664 murid SD, 1.007 murid SMP 

dan 768 murid SMA.di peroleh dari data BPS Kabupaten Tana Tidung. 

d. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Tana Tidung, selama lima tahun terakhir ini Iaju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Tana Tidung selalu mengalami pertumbuhan positf meskipun 

terjadi tluktuasi disetiap tahunnya, pada periode tahun 2010 kondisi 

perekonomian sangat baik dengan capaian pertumbuhan 4,05 % sedangkan 

dua tahu berikutnya terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 

0,91 % ditahun 2011 dan 0,95 % ditahun 2012. Ditahun 2013 situasi 

perekonomian Kabupaten Tana Tidung kembali mengalami peningkatan 

dengan ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi 6, 13 %.Ditahun 2014 

perekonomian di Kabupaten Tana Tidung kokoh dengan pertumbuhan 6,38 %. 

Untuk tahun 2015 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung masih 

rnenunggu data dari Bagian ekonorni dan pembangunan. 
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Realisasi pendapatan pemerintah Kahupaten Tana Tidung antara Iain 

herasal dari pendapatan asli daerah, dana perimhangan, dan pendapatan daerah 

yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari basil pajak daerah, 

basil retrihusi daerah, retrihusi jenis jasa usaha, dan retribusi perizinan 

tertentu. Realisasi pendapatan pemerintah daerah tahun 2014, total pendapatan 

daerah Kahupaten Tana Tidung sehesar Rp. 1,057 Milyar, sedangkan total 

belanja daerah Kabupaten Tana Tidung l,047Milyar. 

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung 
Tahun 2014 (Juta Rupiah) 

No Rincian 2014 
1 Pajak Daerah 2.313 
2 Retrihusi 199 
3 Biaya laba BUMD 7.788 
4 Penerimaan Lain-lain 35.462 

Jumlah Total 2014 45.762 
2013 334.702 
2012 28.904 I 

Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat IJaerah Kahupaten Tana Tidung 

Terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dari tahun 

2012 ke tahun 2013 sehesar 305. 798 juta rupiah, dikarenakan ada heberapa 

perusahaan tambang hatu hara dan kelapa sawit yang baru. Kemudian terjadi 

penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan dari tahun 2013 

ke tahun 2014 sebesar 288.94 juta rupiah. Penurunan terjadi diakibatkan karena 

ada heberapa perusahaan tamhang hatu hara yang tutup.Sehingga terjadi 

pengurangan penerimaan pajak daerah.Dari penjelasan mengenai retrihusi diatas 

dapat dilihat hahwa retribusi pasar helum herjalan karena helum ada data 

penerimaan dari BPS mengenai retribusi pasar. 
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Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung diperoleh data 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2014, Kabupaten Tana Tidung 

berada pada rangking ke-4 di provinsi Kalimanta Utara dibandingkan dengan 

Kabupaten Nunukan. 

2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung 

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh 

Pj. Bupati yaitu Bapak Ir. Zaini Anwar,MM sampai pada saat Bupati definitive 

terpilih. Pada Tahun 2010 yang terpilih menjadi bupati Kabupaten Tana Tidung 

yang pertama yaitu Bapak Dr.H.Undunsyah,M.H,M.Sie beserta Wakilnya Yaitu 

Bapak Markus,SE. Selama masa jabatan beliau banyak program dan kegiatan 

yang mereka laksanakan dan Pada Tahun 2016 ini terpilihlah kembali untuk 

kedua kalinya Bapak Dr.H.Undunsyah,M.H,M.Sie Sebagai Bupati Tana Tidung 

dan Bapak Markus,SE sebagai Wakilnya. 

Visi Kabupaten Tana Tidung saat ini adalah ''Pemerataan lnfrastruktur 

wilayah untuk Penguatan Layanan Dasar dan menuju Ketahanan Pangan 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah yang 

mandiri". 

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, maka Kabupaten TanaTidung mempunyai 

Misi sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan 

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

3. Penanggulangan Kemiskinan 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur 
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5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sanitasi dan air bersih 

6. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaran Penataan Ruang dan Lingkup Hidup 

7. Pengembangan Agro Industri 

8. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal 

9. Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah 

10. Peningkatan Kualitas Sadar Hukum Masyarakat 

11. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diharapkan terwujudnya masyarakat 

sejahtera, adil dan makmur seuai dengan UUD 45, disamping itu juga penelitian 

yang diteliti ini sudah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati saat ini yaitu 

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu pendidikan. 

3. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 

Ada pun Visi Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 

sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Tana Tidung. Visi Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop dan Transmigrasiyaitu, "Terwujudnya Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan Transmigrasi yang Berkualitas, Kompetitif, Mandiri dan Sejahtera ". 

Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Urusan Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Transmigrasi dengan 

mengoptimalkan SDM dan Pengelolaan Administrasi Yang Baik. 

b. Mewujudkan Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran yang 

Berkualitas dan Kompetitif. 
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c. Mewujudkan Harmonisasi dalam Dunia Usaha melalui Kemitraan 

Kelembagaan dan Ketenagakerjaan. 

d. Mewujudkan Usaha ekonomi produktif yang kompetitif dan berwawasan 

lingkungan serta bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas. 

e. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan berlangsungnya investasi 

produksi serta distribusi barang dan jasa. 

f. Mewujudkan Pertumbuhan Peningkatan dan Pengembangan Koperasi 

menuju koperasi yang berkualitas dan kompetitif. 

g. Mewujudkan kualitas pelayanan pembinaan masyarakat transmigrasi dan 

pengembangan kawasan pemukiman strategis cepat tumbuh mandiri 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada 

Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung. 

KEPALA DINAS 

1. Kepala Dinasmempunyai tugas pokok urusan pemerintahan daerah 

dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 
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2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 

( 1 ), mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja 

perindagkop dan transmigrasi; 

b. Pembinaan dan pengendalian program tenaga kerja perindagkop dan 

trans mi grasi; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas 

mempunyai uraian tugas: 

a. Merumuskan program kerja dan anggaran dibidang tenaga kerja 

perindagkop dan transmigrasi; 

b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja 

perindagkop dan transmigrasi; 

c. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang 

tugasnya; 

d. Menyelenggarakan urusan umum dibidang tenaga kerja perindagkop 

dan transmigrasi; 

e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis 

dibidang tenaga kerja perindagkop dan transmigrasi; 

f. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas; 

g. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional dinas; 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; 
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L Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

dinas; 

J. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas, dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penelitian yang penulis teliti selain mempunyai tugas pokok 

Kepala Dinas merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam penelitian ini, 

Kepala Dinas sebagai salah satu pembuat kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan pasar. Sangat besar pengaruh terhadap semua kegiatan yang ada 

di SKPD terutama masalah pasar terkait dengan masyarakat dan juga SKPD 

yang lainnya. Kepala dinas sebagai leader dalam pengambilan suatu keputusan 

dapat melakukan komunikasi dan koordinasi baik kemasyarakat maupun 

kepada aktor yang terlibat dalam impelentasi kebijakan pasar. 

SEKRET ARIA T 

Sekretariatan merupakan dapur umum bagi semua bagian, tugasnya lebih 

memfokuskan pada kegiatan administrasi kepegawaian dalam hal ini tidak 

terkait langsung dengan penelitian ini. Sekretariat dipimpin oleh seorang 

sekretaris, sub bagian secretariat ada dua sub yaitu bagian tata usaha dan 

bagian program. Bagian tata usaha merupakan bagian yang mengurus tentang 

kepegawaian baik dari menyiapkan slip gaji, gaji berkala, daftar hadir. Bagian 

program yang menyiapkan beberapa program yang diusulkan dari masing­

masing bidang pada SKPD 
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1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinasdalam 

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan 

tugas dan rnelaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan. 

3. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud ayat 

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), uraian tugas 

Sekretariat rneliputi : 

a. Menyusun program dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman 

rencana kegiatan subbagian-subbagian; 

b. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang 

tugasnya; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan 

seluruh bidang di lingkungan dinas; 

d. Melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis 

operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi yang meliputi 

urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi 

dan pelaporan; 

e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan dan 

masukan dari masing-masing unit kerja dilingkungan dinas; 
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g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan; 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan dinas; 

1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan Iain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

Sub bagian perencanaan program dan keuangan merupakan bagian yang 

penting didalam suatu SK.PD. Bagian ini bertugas merencanakan dan menyiapkan 

rencana kerja awal dan program-program yang diusulkan masing-masing bidang. 

Bagian keuangan juga merupakan bagian yang bertugas melaksanakan 

pengendalian teknis perencanaan keuangan, pengelola anggaran dan belanja 

pegawa1. 

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunya1 tugas 

melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan 

koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan 

melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan 

pengelolaan keuangan; 

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan 

tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (I) mempunyai fungsi : 

43967

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



56 

a. Penyiapan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi program 

dan keuangan; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas 

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan meliputi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 

c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan; 

d. Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan; 

e. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja; 

f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas; 

g. Mengkoordinasikan penyusunan Iaporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan dinas; 

h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

SUB BA GIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN 

Sub bagian umum dan kepegawaian merupakan bagian dari sekretariatan yang 

bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian administrasi umum dan 
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kepegawaian, memberikan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan 

administrasi umum dan kepegawaian 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya1 tugas melakukan 

sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan 

kebijakan teknis administras umum dan kepegawaian; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya 

sebagimana dimaksud ayat ( 1) mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi 

administrasi umum dan kepegawaian; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat ( 1 ), uraian tugas Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian meliputi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 

c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis administrasi urnum dan 

kepegawaian; 

d. Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi 

bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol 

dan perpustakaan; 
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e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, 

pengadaan dan ekspedisi; 

f Melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan; 

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 

USAHA KECIL MENENGAH (UKM) 

Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi memiliki dua Bidang 

yaitu Bidang Perindustrian dan perdagangan serta bidang Koperasi dan UKM. 

Masing-masing bidang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Untuk bidang 

Perindustrian dan perdagangan juga mempunyai tugas yang berbeda. Bidang 

perindustrian lebih menekankan pada pembinaan, pelatihan kepada 

masyarakat agar dapat membuka usaha baru. Bidang perdagangan lebih 

menekankan pada promosi produk daerah, pengawasan peredaran barang dan 

jasa, pengelolaan pasar. Selain itu bidang Koperasi dan UKM juga 

mempunyai tugas yang berbeda. Bidang Koperasi lebih menekankan kepada 

pembentukan dan pembinaan koperasi. Bidang Usaha Kecil dan Menengah 

lebih menekankan pembinaan dan pengawasan UKM. 
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1. Bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM mempunyai tugas 

melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan 

kebijakan teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 

2. Bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1 ), mempunyai 

fungsi: 

a. Menyiapkan perumusan dkebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 

3. Dal am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( l ), uraian tugas 

Bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM meliputi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran; 

c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UKM; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UKM; 

e. Melakukan pengawasan dan penertiban dibidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UKM; 
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f. Melakukan pembinaan dan pengawasan distribusi dan perlindungan 

konsumen; 

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

SEKSI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

1. Seksi Perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas melakukan 

sebagian tugas bidang perindagkop dan UKM dalam menyiapkan bahan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan 

kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan; 

2. Seksi perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud ayat ( 1) mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis teknis perindustrian dan perdagangan; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi 

perindustrian dan perdagangan; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas 

Seksi perindustrian dan perdagangan Meliputi : 
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a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran; 

C. Melaksanakan kebijakan urn um dan teknis perindustrian dan 

perdagangan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri dan 

perdagangan; 

e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta 

pengelolaan perijinan industri dan perdagangan; 

f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan industri dan 

perdagangan; 

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesua1 ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dari Seksi Perindustrian dan perdagangan menpunyai keterkaitan 

dengan penelitian ini khususnya bidang perdagangan, salah satu aktor yang 

terlibat dalam penelitian ini yaitu staf bidang perdagangan yang mempunyai 

tupoksi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pasar. 

SEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

l. Seksi Koperasi dan Usaha kecil menengah mempunyai tugas melakukan 

sebagian tugas bidang perindagkop dan UKM dalam menyiapkan bahan 
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koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan 

kebijakan teknis tentang koperasi dan UKM; 

2. Seksi koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud ayat (I) mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian teknis pembinaan dan pengendalian teknis Seksi 

Koperasi dan UKM; 

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi seksi 

Koperasi dan UKM; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), uraian tugas 

Seksi koperasi dan UKM Meliputi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran; 

c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang koperasi dan UKM; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM; 

e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta 

pengelolaan perijinan Koperasi dan UKM; 

f. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan koperasi dan UKM; 

g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan 
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l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesua1 ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Seksi Koperasi dan UKM disini bertujuan untuk membina, membantu 

pembentukan koperasi baik koperasi mandri maupun simpan pinjam, juga 

pembinaan dan pengawasan terhadap UKM yang ada di Kabupaten Tana 

Tidung. 

JABATAN FUNGSJONAL 

1. Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dapat di tetapkan 

Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan; 

2. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 

Dae rah; 

3. Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan Peraturan 

Bupati berdasarkan ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku. 
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Tabel 4.3 
Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 

Kabupaten Tana Tidung 
(Tahun 2016) 

Kedudukan Dalam Organisasi 
Komposisi Pegawai 

LK PR Jumlah 
1. Kepala Dinas 1 - 1 
2. Sekretariat 

a. Sekretaris 1 1 1 
b. Kasubag Umum dan Kepegawaian - 1 I 

- PNS 
2 3 5 - Tenaga Honor 
6 3 9 c. Kasubag Perencanaan Program dan 

Keuangan 1 - 1 

- PNS 2 6 8 
- Tenaga Honor - 2 2 

3. Bidang Tenaga Kerja 1 
1 -a. Kepala Bidang Tenaga Kerja 1 
1 b. Kepala Seksi Pengembangan dan -

Pengawasan Ketenagakerjaan 2 - PNS 2 4 
I - Tenaga Honor - 1 

C. Kepala Seksi HI dan Jamsostek 1 
1 -

- PNS I 
l 2 - Tenaga Honor I 

1 -

4. Bidang Perindagkop 
a. Kepala Bidang Perindagkop 1 - I 
b. Kepala Seksi Perindustrian dan - - -

Perdagangan 3 4 7 
- PNS 

I 1 2 - Tenaga Honor 
Kepala Seksi Koperasi dan UMKM 1 - 1 c. 
- PNS 1 3 4 
- Tenaga Honor - 1 1 

5. Bidang Transmigrasi 
a. Kepala Bidang Transmigrasi l - 1 
b. Kepala Seksi P4KT 

I 1 -- PNS 
" Tenaga Honor 2 1 .) -

Kepala Seksi P2MKT - 1 1 C. 

I 
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- PNS 1 - 1 
- Tenaga Honor 2 1 

., 
.) 

d. KUPT (PNS) 2 - 2 

1 - 1 

Total 67 
Sumber: Data LAKIP Dinos Tenaga Kerja, Perindagkop, tlan Transmigrasi 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulan bahwa, tupoksi ataupun bagian 

kerja dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmirasi sudah begitu jelas, 

sehingga kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan pasar akan sangat sulit 

ditemui karena telah mempunyai orang-orang yang faham tentang pengelolaan 

pasar dalam hal pengimplementasian pasar tradisional, terbukti dengan pemaparan 

bagian staf Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten Tana 

Tidung: 

"Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendag No.70/M-

DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan dan toko modern kami menemukan beberapa hambatan dan 

kendala yaitu anggaran. Selama ini belum ada anggaran khusus untuk mengelola 

pasar. Anggaran yang digunakan masih mengikuti anggaran kegiatan lain 

dibidang perdagangan yaitu anggaran monitoring Sidak sembako, sedangkan 

dipasar perlu banyak pembenahan baik dari Sarana dan Prasarana maupun sistem 

pengelolaan pasarnya, jika dibandingkan dengan tenaga pengelola dibidangnya 

sangatlah mencukupi dan memadai, saya yakin jika kucuran dana yang tersedia 

memang melebihi, pasar tersebut cepat pembangunan dan perkembangannya, 

karena di kelola baik oleh sumber daya manusia yang memang berkompeten 

didalamnya." 
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Dari tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa dari peta jabatan dengan 

kebutuhan staf sudah memenuhi peta jabatan atau standar pelayanan minimal 

berdasarkan jenis kelamin ideal atau berimbang antara laki-laki dan perempuan. 

Untuk selanjutnya yang perlu mendapatkan penekanan khusus adalah peningkatan 

kompetensi staf yang distandarkan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dari kebutuhan Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi, 

sehingga pelayanan publik untuk penyelesaian kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Tana Tidung dapat terealisasikan dengan baik dan benar. 

Dari komposisi di atas, jumlah personil Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung yang berjumlah 67 orang terdiri dari: 

')' Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 48 orang 

~ Tenaga Honor Daerah : 19 orang 

B. Hasil Dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung 

Sejak Tahun 2007 sampai tahun 2015 kemajuan pembangunan, Infrastrukur 

serta pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung ini sangat pesat 

dapat dilihat dari pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pendidikan, 

fasilitas umum dan Kesehatan. Akan tetapi fasilitas pendukung terutamapasar 

masih belum memadai, padahal salah satu motor penggerak pembangunan dan 

perekonomian nasional dalam bidang perdagangan adalah pasar tradisional. 
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Kabupaten Tana Tidung memiliki 2 pasar tradisional yaitu pasar Imbayud 

Taka yang terletak di jalan Jendral Sudirman desa Tideng Pale Kecamatan 

Sesayap dan Pasar Betayau yang terletak didesa trans kujau kecamatan Betayau. 

Penelitian ini dilakukan dipasar Imbayud Taka Kabupaten Tana Tidung yang 

berdiri pada Tahun 2007, luas lahan 300 m2 dan luas bangunan 148 m2
. Pasar 

Imbayud Taka memiliki 54 los dengan ukuran lebar 1 m panjang 1,5 m dan 32 

kios dengan ukuran panjang 8 m dan lebar 2,4 m jumlah pedagang yang berjualan 

sebanyak 86 orang.Adapun sarana dan prasarana fasilitas pasar antara lain, toilet, 

selang air, mesin air Alkon, jaringan instalasi listrik.Komoditi yang 

diperjualbelikan dipasar tersebut berupa kebutuhan bahan pokok, sayur mayur, 

ikan daging ayam, dan alat-alat pertanian. 

Pasar merupakan Fasilitas pendukung yang diprioritaskan karena dengan 

adanya pasar tradisional dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Di Kabupaten 

Tana Tidung hampir 5 % masyarakat pekerjaannya adalah PNS, selain itu Petani 

dan nelayan.Jadi selama ini pasar itu ramaidikarenakan konsumennya yang paling 

banyak adalah dari kalangan PNS. Salah satu factor yang menyebabkan pasar sepi 

dan ramaimenurut pendapat sebagian pedagang tergantung dari keuangan mereka, 

apabila PNS belum menerima Gaji atau tunjangan pasti kondisi pasar sepi 

begitupun sebaliknya. Untuk itulah diperlukan juga sistem pengelolaan pasar yang 

baik walaupun sepi pasar tetap bersih, aman, dan nyaman bisajadi dengan kondisi 

pasar yang bersih tidak kotor dan bau, pasar bisa ramai tidak hanya tergantung 

dari keuangan PNS saja.Dapatdikatakan bahwa aktivitas pasar juga dipengaruhi 

oleh pendapatan PNS. 
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Pennasalahan dipasar sangatlah banyak selain dari produk yang dijual juga 

sistem pengelolaan pasar yang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal. 

Sistem pengelolaan Pasar Imbayud Takamencakup : Pengelolaan Keuangan, 

Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Retribusi, Serta Pengelolaan SDM,Sementara 

itu untuk menanggulangi pennasalahan ini perlu adanya teknis pengelolaan pasar: 

1. Pengelolaan Keuangan Pasar 

Selama ini yang terjadi dipasaradalah sistem pengelolaan keuangan belum 

berjalan, untuk itu perlu adanya pembentukan koperasi untuk mempennudah 

dalam pengelolaan keuangan. Selain itu juga perlu adanya pelatihan dan 

pembinaan dari dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi mengenai 

pembukuan keuangan pasar. 

2. Pengelolaan Pungutan Retribusi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Pajak berbeda 

dengan retribusi, Meskipun pajak dan retribusi berbeda namun keduanya 

mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber pendapatan. Contoh retribusi 

antara lain karcis parkir kendaraan, karcis pasar, karcis masuk terminal, dan lain­

lain 

Retribusi Pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar ini tennasuk dalam 

retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap 
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peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah 

daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya Dinas Tenaga, Perindagkop, dan 

Transmigrasi harus secepatnya membentuk tim lintas sektoral untuk 

mengeluarkan retribusi pasar, Karena selama ini sebenamya pemerintah daerah 

bisa saja menerima hasil retribusi pasar dari tahun 2007 sampai sekarang bisa 

diperkirakan berapa besar pemasukan daerah dari Retribusi pasar sampai tahun 

2015. 

3. Pengelolaan Sampah 

Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di 

semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional 

khususnya di pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung dalam mengelola 

sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end r~l pipe), yaitu sampah 

dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). 

Sampah pasar memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan sampah dari 

perumahan.Komposisi sampah pasar lebih dominan sampah organik.Sampah­

sampah plastik jumlahnya lebih sedikit daripada sampah dari perumahan.Apalagi 

jika sampahnya berasal dari pasar sayur atau pasar buah-buahnya.Limbahnya 

lebih banyak sampah organiknya. untuk sampah-sampah dari pasar, lebih khusus 

lagi sampah-sampah dari pasar sayur dan buah. Sampah pasar dapat diolah 

menjadi kompos dan pupuk organik. Untuk Kasus yang terjadi di Tana Tidung 

sampah masih banyak terlihat berceceran dimana-mana di depan pasar, diparit­

parit dan dibelakang pasar. 
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4. Pengelolaan Kondisi SDM Pengelola pasar 

Pennasalahan terkait kondisi Sumber Daya Manusia pada umumnya terjadi 

akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak professional dan 

tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan yang terkait pengelolaan 

operasional pasar.Dalam rangka untuk mendorong profesionalisme pasar perlu 

disusun pedoman pengelolaan pasar pedoman ini diharapkan dapat menjadi 

sebuah pijakan bagi pengelola pasar, pengelola pasar harus professional dan 

transparan. 

Didalam pengelolaan pasar terdapat juga unsur-unsur manaJemen melalui 

proses perencanaan (planning), pengorganisasian (Organi::ing), penetapan tenaga 

kerja (Accuating), dan Pengawasan (Controling) untuk mencapai suatu sasaran 

kebijakan yang diinginkan. Pada penelitian ini peneliti lebih meneliti kearah 

pengorganisasian, adapun tennasuk didalamnya unsur pengawasan dari pihak 

dinas.Pada pasar Imbayud Taka semua unsur ini belum bisa terealisasi dengan 

baik dan kurang maksimal, belum tercapainya tujuan kebijakan.Pada umumnya 

pasar mempunyai sistem pengelolaan pasar tetapi pasar Imbayud Taka belum 

mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan Keuangan yang belum 

jelas dan masih menggunakan pembukuan sederhana, pengelolaan retribusi pasar 

peraturan Bupati sudah ada tetapi SK pembentukkan Tim belum berjalan, 

pengelolaan Sampah yang masih belum jelas tupoksinya siapa yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk rnengelola sarnpah, pengelolaan Surnber daya 

SK pernbentukan ketua pasar ada tetapi tidak berjalan dan belurn sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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2. Pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan PasarTradisional 

Imbayud Taka 

Implementasi kebijakan merupakan ketentuan perundangan undangan 

yang harus dilaksanakan secara hirarki muJai dari pusat dan daerah serta harus 

ada sinkrronisasi dalam melaksanakan kebijakan dengan harapan apa yang di 

program dari bawah keatas bisa sejalan sehingga penggunaan biaya yang terkait 

dengan kebijakan itu bisa efektif dan efisien.Untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut perlu adanya kerjasama pemerintah dan pengambil kebijakan 

yang lainnya, dengan adanya kerjasama ini tujuan dari kebijakan dapat diterima 

oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik. 

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) 

menyatakan, "implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan 

pada pencapaian tuj uan dan sasaran yang telah ditetapkan" 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan 

derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 

variabel atau Faktor dan masing-masing variabel atau factor saling berhubungan 

satu sama lain. Program pengelolaan pasar yang ditujukan untuk mengelola dan 

menata pasar tradisional. 
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Berikut ini penulis membahas tentang implementasi kebijakan 

Pengelolaan Pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung yang didasarkan 

pada hasil data lapangan. 

2.1.Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan Sasaran kebijakan dari pengelolaan pasar adalah menata, 

membina dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat mendukung 

pendapatan Asli Daerah. Sasaran kebijak:an yang dimaksud disini adalah pasar 

tradisional dan pelaku pasar yang terdiri dari pedagang dan ketua pasar. 

Adapun pada kasus Pasar Imbayud Taka ini kebijakan-kebijakan belum 

berjalan maksimal, banyak kebijakan yang diambil oleh pemda kemudian tidak 

dijalankan oleh pedagang.Dimana dalam pembangunan pasar lmbayud Taka 

tidak mempunyai kriteria atau standar khusus. 

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop, dan Transmigrasi 1) bahwa : 

"Pasar Imbayud Taka be/um memenuhi standar pasar Karena pasar ini 
dibangun tahun 2007, pasar ini dibangun pada saat Tana Tidung masih 
dalam status kecamatan oleh karena itu standarnya ya standar kecamatan 
bukan standar kabupaten kami berharap kedepan Bupati kita lebih 
memperhatikan masalah pasar dan pembangunannya, karena pasar 
merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tana 
tidung. " 

Dari pemyataan di atas sebaiknya pemerintah daerah maupun SKPD Yang 

terkait menjadikan Peraturan menteri sebagai landasan dalam memgembangkan 

pasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

1Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, & Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
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DAG/PER/8/2013 tentang pedoman sarana dan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan. Dalam PERMENDAG ini diklasifikasikan tipe-tipe pasar yang 

sesuai dengan keadaan suatu daerah .selain peraturan menteri Van Hom juga 

menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan salah satunya 

adalah penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi. Maka perlu adanya 

komunikasi antar SK.PD Di Kabupten Tana Tidung ini terkait dengan 

pengembangan pasar selain itu aktivitas-aktivitas yang saling berkesinambungan 

dalam pengembangan dan pengelolaan pasar imbayud Taka. 

Di sisi lain pemerintah daerah juga berupaya utuk menjalankan kebijakan 

Pemerintah pusat yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan tentang 

pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisonal (Permendag No. 70/M-

DAG/PER/12/2013). 

Seperti yang dikutip dari basil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop dan Transmigrasi2
) bahwa: 

"Kita Berupaya untuk menjalankan Keb(/akan Permendag No. 70lvf­
DAGPERIJ 220! 3 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusal perbelanjaan dan toko modern dengan menyesuaikan 
program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, seperti tahun ini 
bahwa pemerintah pusat da/am nawacitanya akan merevitalisasi dan 
membangun 5000 pasar tradisional kedepan kita akan coba mengajukan 
dana DAK atau TP untuk pembangunan pasar baru dan merevitalisasi 
pasar yang sekarang, pembangunan ini tdak terlepas dari keinginan 
kebijakan permendag tersebut " 

Pada dasamya pemerintah pusat sedang berupaya untuk melakukan 

pemerataan pembangunan pasar tradisonal di seluruh Indonesia yang tertuang 

dalam misi Presiden, yaitu Nawacita namun perlu di perhatikan lagi adalah perlu 

2Hasil wawancara denganKepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, & Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
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di tingkatkannya komunikasi antar, organiasi publik yang berkaitan dengan pasar. 

baik dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Kabupaten dan Kecamatan. hal ini di 

perkuat oleh point penguatan aktivitas dan komunikasi antar organiasi yang di 

kemukakan oleh van meter van horn dalam model proses imlementasi kebijakan. 

Terkait dengan itu perlunya komunikasi di jalankan agar tujuan dari kebijakan ini 

tepat sasaran .yang terjadi di lapangan adalah kurang berjalannya komunikasi dan 

penguatan aktivitas dalam implementasi Permendag tersebut sehingga masih perlu 

di evaluasi , seperti yang terjadi di lapangan hal ini dikemukakan oleh Kepala 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan3 
) bahwa: 

" Selama ini kami berupaya untuk mengimplemenlasikan kebijakan 
permendag No. 70 M-DAGPER/J 2/2013 tentang pedoman penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 
melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar, 
dalam ha/ ini penataan produk dagang agar lebih rapi dan terlihat indah, 
pada awalnya semua menanggapi sosialisasi ini satu bu/an kemudian 
sudah terjadi perubahan kembali semrawut ma/ah ada penambahan meja 
pasar yang dibuat of eh pengelola pasar ". 

Berkaitan dengan hal tersebut van meter van horn menyatakan bahwa 

dalam implementasi kebijakan, lingkungan sosial juga mempengaruhi kebijakan 

tersebut. serta sikap para pelaksana kebijakan sehingga fenomena yang terjadi di 

lapangan ini mencerminkan bahwa sasaran dari kebijakan tersebut belum 

maksimal. di karenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

tersebut. Sikap pelaksana kebijakan sangat di perlukan selain melakukan 

sosialisasi, PERMENDAG tersebut seharusnya dilakukan pengawasan secara 

berkelanjutan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal. Tahun 2005 

atmoko melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan pengelolaan pasar di 

3 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana 
Tidung, 12 April 2016 
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Kota Bandung . peneliti mengungkapkan bahwa revitalisasi pasar menjadi sebuah 

instrument untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat. Menegakan 

peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten 

misanya yang menyangkut tata ruang, alihguna lain lahan, perizinan bagi pasar 

modern, ketentuan batas minimal jarak pasar modern dari pasar tradisional. Dari 

temuan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi pengelolaan pasar di 

imbayud taka Di kabupaten Tana Tidung.Sebenarnya ada kemiripan yang terjadi 

di daerah ini.Sehingga temuan ini menjadi rujuakan bagi peniliti.Untuk 

memberikan solusi terhadap permsalahan pengelolaan pasar di Kabupaten Tana 

Tidung. 

Permasalahan pengelolaan pasar imbayud taka ini pada dasarnya menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pedagang dan masyarakat sebagai 

pengguna pasar ini, agar mampu mewujudkan kondisi pasar yang nyaman sesuai 

dengan tujuan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah, agar pengelolaan pasar 

ini dapat terorganisir dengan baik maka pemerintah daerah melalui Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan kebijakan 

yang terkait dengan Penggunaan Kios dan los, yaitu Surat Keterangan 

Penggunaan Kios dan Los (SKPKL). Dimana SK ini sebagai bukti terhadap 

pedaganag yang beraktivtas menggunakan pasar sebagai tempat usaha.Namun 

temuan di lapangan terkait SKPKL ini masih mengalami beberapa permasalahan 

yang mendasar. 

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Staf Pelaksana Pasar 4 
) bahwa : 

"Pada Awai terbentuknya pasar kami membuat sehuah surat pemyataan 
yaitu SKPKL dalam bentuk Fonnulir dan ,",'urat yang lengkap, untuk 

4Hasil wawancara dengan Staf Pelak sana Pasar Kabupaten Tana Tidung., 12 April 2016 
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pembagian los dan kios pasar kami lakukan pengundian agar adil 
sehungga tidak terjadi kecemburuan antar pedagang. Saal ini penempatan 
Los & Kios sudah tidak sesuai dengan lot awa! kami sedang berupaya 
untuk menindaklanjuti " 

pembagian kios dan los yang tidak merata menjadi permsalahan yang per1u 

diperhatikan oleh pemerintah , pernytaan diatas juga di dukung oleh pedagang 

yang melakukan kegiatan dipasar tersebut sebagaimana yang 

dikemukakan oleh pedagang sayur 5 
) bahwa : 

"Sepengetahuansaya memang pedagang yang memiliki surat Keterangan 
Penggunaan Kios atau Los sudah tidak sesuai, sekarang saja pemiliknya 
satu orang bisa memiliki 3 rneja los dan ada yang disewakan serta 
diperjual belikan " 

Sependapat juga dengan pedagang pertama menyatakan bahwa kios dan 

los sudah berpindah ke tangan yang lain bahkan terjadi I orang memiliki 3 los, 

Begitu Juga yang dikemukakan pedagang Ikan 6 
) bahwa : 

" Ada isu jual beli los dan kios itu benar mbak, saya mengalaminya 
sendiri 5 tahun yang lalu saya membeli los seharga 5 jt , sekarang 
mungkin 7jt bahkan lebih. Pemilik los awal itu bukan saya, karena saya 
butuh dan kebetulan losnya kosong jadi saya be/i mbak dengan harga 
seperti itu" 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pertama hampir sama 

dengan pernyataan pedagang kedua bahwa berpindah tangannya kios dan los 

memang benar terjadi karena hal itu dialami sendiri oleh pedagang kedua. 

Dengan membeli los seharga 5 jt kepada ketua pasar maka los yang kosong di isi 

pedagang kedua. 

5Hasil wawancara dengan Pedagang Sayur, 15 April 2016 
6Hasil wawancara dengan pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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Dari ketiga hasil wawancara ini belum adanya tindakan yang tegas dari 

Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi untuk mengatasi 

permasalahan ini. Seharusnya lebih ditekankan sesuai dengan perjanjian awal 

apabila los dan kios tidak digunakan selama satu bulan diharapkan dikembalikan 

kedinas dan selama 3 bulan tidak mengindahkan SKPKL nya dicabut dan 

diberikan sanksi hukum yang keras. Kenyataannya tidak bahkan masalah ini 

dibiarkan berlarut-larut oleh Dinas. Karena dibiarkan berlarut-larut muncul lagi 

indikasi Jual beli kios dan los yang dilakukan pedagang dan ketua pasar hal ini 

sudah menyalahi aturan yang berlaku, karena barang milik negara tidak boleh 

diperjualbelikan danmerupakan salah satu tindakan korupsi. 

Dari adanya Implementasi kebijakan Permendag No. 70/M-

DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan dan toko modem tentu khususnya mengenai pengelolaan pasar 

tentunya ada harapan-harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan 

terse but. 

Didalam mengimplementasikan kebijakan terdapat harapan-harapan yang 

diinginkan semua pihak yang terlibat. 

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop dan Transmigrasi7
) bahwa: 

" Harapan kita semua, orang yang berada dipasar baik, pengelo/a pasar, 
pedagang, pembeli, semua merasa enak, aman, tertib, nyaman dan senang 
dengan berada di pasar tidak ada kesan begitu pulang kerumah pasar hau 
dan kotor membuat kita mua/ dan pusing. Kondisi pasar Jmbayud Taka 
masih jauh dari harapan masih ada keluhan-keluhan seperti bau dan 
kotor, Oleh karena itu kita akan mencoba pasar dike/a/a oleh UPTD atau 

7Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
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kedepannya kita akan bentuk Dinas Pasar dengan adanya Dinas Pasar ini 
bisa lebihj(Jkus dalammengelola dan menangani masalah pasar" 

pada dasarnya apa yang di harapakan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas 

Perdagangan mmerupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah 

dilaksanakan, namun untuk memaksimalkan kebijakan tersebut tepat sasaran 

sesuai harapan dari Kepala Dinas, maka perlu di bentuknya pengelola pasar yang 

dimana pengelola iru khusus untuk mengeloala pasar. sehingga peran dan 

fungsinya lebih jelas dan dapat menjalakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan pasar. Menurut S. Grindle (1980) sebagai keberhasilan proses pelaksanaan 

kebijakan hingga tercapainya hasil, tergantung aktivitas program yang telah dirancang 

dan pembiayaan yang cukup, selain itu dipengaruhi oleh isi kebijakan (Content of 

Policy) dan konteks implementasinya (contex of Implementation). Maka Pemerintah 

perlu memperhatikan program-program dalam pengelolaan pasar agar harapan-

harapan pemerintah ,pedagang dan masyarakat dapat terwujud. 

Seperti Juga yang dikemukakan Oleh Kepala Bidang Perindustrian dan 

perdagangan 8) bahwa: 

"Saya berharap supaya pedagang lebih menjaga lingkungan sekitarnya 
agar /ebih terlihat bersih dan produk yang dijual bersih dari debu dan 
tertata rapi, begitu juga dengan ketua pasar saya berliarap dapat 
mengelola pasar dan lingkungan pasar dengan baik sehingga tercapai 
tujuan kita pasar bersih dan nyaman" 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang perindustrian dan 

perdagangan beliau mengharapkan agar pedagang pasar menjaga kebersihan 

lingkungan, baik di sekitar kios dan los masing-masing maupun di lingkungan 

pasar.Untuk produk yang dijual perlu ditata dengan rapi agar produk terlihat indah 

8Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 
12 April 2016 
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tidak membosankan, dan kebersihan produk juga perlu dijaga dari kotoran dan 

debu, sehingga pembeli betah dan nyaman di pasar. 

Seperti juga yang dikutip oleh Staf pelaksana Pasar9
) bahwa: 

"Harapan saya kepada Pemerintah Daerah menyetujui anggaran 
Program dan kegiatan mengenai pasar agar pasar dapat dike/a/a dengan 
haik, dengan adanya anggaran kit a hisa bertindak cepat" 

Adapun harapan yang diinginkan oleh staf pelaksana pasar mengena1 

anggaran, mengharapkan sekali dukungan pemerintah daerah berupa anggaran 

untuk menjalankan kebijakan dan program kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan pasar. 

Begitu juga yang dikemukakan oleh pedagangikan 10 
) bahwa : 

" Harapan saya kepada pemerintah daerah supaya /ehih memperhatikan 
kami pelaku pasar, terutama fasilitas kami di pasar dan masa/ah 
penge/olaan keuangan pasar yang be/um je/as kemana arahnya" 

Adapun harapan pedagang diatas bahwa mereka perlu perhatian dari 

pemerintah terutama sarana dan prasarana seperti we dan air bersih, dan j uga 

masalah kejelasan keuangan pasar yang selama ini dipungutuang jaga malam dan 

uang kebersihan pasar. 

Seperti juga yang dikutip dari hasil wawancara pedagang Sayur11
) bahwa: 

" Saya berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, 
Perindagkop dan Transmigrasi bisa menertibkan pedagang Kaki Lima dan 
pedagang keliling untuk masuk berjualan dilokasi pasar karena las untuk 
pasar ikan haru terisi 4 meja dari 8 meja ikan, pasar sayur dan ikan 
menjadi sepi karena pembeli lebih memilih untuk memheli di PKL karena 
mudah terjangkau dan pedagang keli/ing yang praktis datang langsung 
kerumah-rumah " 

9Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 1°Hasil wawancara dengan pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 11Hasil wawancara dengan pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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Berbeda dengan harapan pedagang kedua yang menunjukkan bahwa perlu 

ditertibkannya pedagang keliling dan pedagang kaki lima yang selama ini 

berjualan. Maksudnya disini agar pasar menjadi ramai sebaiknya PKL dan PK 

dilokalisasikan dipasar pedagang merasa tidak adil pasar sepi pembeli karena 

jangkauan pembeli lebih mudah diPKL dan pedagang keliling langsung kerumah-

rum ah. 

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan pembeli 12
) bahwa: 

" Harapan saya kedepannya pemerintah dan pelaku pasar lebih 
memperhatikan masalah kebersihan, pasar yang bersih akan membuat kita 
untuk berlama-lama berbelaJ?/a dipasar, untuk pedagang sebaiknya 
barang yang dijual lebih beragam dan variatif agar pembeli puas belanja 
karena kebutuhan terpenuhi" 

Ada pun pembeli mengharapkan kepada pemerintah lebih 

memperhatikanmengenai masalah pasar karena pasar merupakan fasilitas 

pendukung dari setiap Kabupaten.Bagi pedagang sebaiknya menjaga kebersihan 

lingkungan pasar khusus kios dan los pedagang itu sendiri. 

Dari hasil wawancara diatas memberi makna bahwa harapan-harapan dari 

Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi, Pengelola Pasar, Pelaku 

Pasar,untuk itu perlu bekerjasama dengan baik dalam menjaga kebersihan 

lingkungan pasar dan sistem pengelolaan pasar yang professional. 

Berdasarkan Uraian diatas, terlihat bahwa terkait dengan teori Van Hom 

Varn Meter dari sisi factor standar dan sasaran kebijakan untuk menciptakan pasar 

tradisional yang berkualitas dan nyaman belum bisa terpenuhi sepenuhnya_ 

Karena pasar Imbayud Taka dibangun pada saat Kabupaten Tana Tidung rnasih 

12Hasil wawancara dengan pembeli Kabupaten Tana Tidung, 16 April 2016 
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status Kecamatan dengan bentuk, dan fasilitas seadanya untuk itu perlu adanya 

perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan pasar, 

apakah dengan merevitalisasi pasar yang ada atau membangun kembali pasar 

yang baru, dan revitalisasi dan pembangunan pasar tidak terlepas dari kebijakan 

Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan 

pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem. Untuk 

pedagang perlu adanya pembinaan mengenai pengetahuan tentang pasar, 

bagaimana menata dan menjaga kebersihan pasar.Agar konsumen yang datang ke 

pasar senang melihat produk-produk yang dijual tertata rapi dan indah.Bagi ketua 

pasar diberikan pelatihan mengenai pengelolaan pasar. Disamping itu juga para 

pelaku pasar perlu diberikan pemahaman bahwa pasar Imbayud Taka adalah milik 

negara jadi tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan, apabila tindakan itu 

dilakukan akan diberikan sangsi hukum keras dan tegas dengan mencabut Surat 

SKPKL dan hukuman penjara baik untuk pedagang, begitu juga diberlakukan 

sama terhadap ketua pasar. 

2.2 Sum her Daya 

Dalam Proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan Sumber daya yang tersedia, Sumber daya itu menyangkut dana, 

waktu dan sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya kebijakan tersebut 

Manusia sebagai sumber daya yang menentukan keberhasilan proses 

implementasi. Kebijakan ini menuntut sumber-sumber daya yang berkualitas 

sehingga tujuan implementasi kebijakan tercapai.Sumber daya financial 

merupakan sumber yang penting karena jika sumber daya manusia sudah 
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kompeten namun tidak tersedia dana melalui anggaran maka akan sulit untuk 

merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan public 

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: 

"Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan 

komunikasi. Sumber daya kebijakan ini hams juga tersedia dalam rangka untuk 

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri 

atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) 

suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam 

implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya 

implementasi kebijakan." 

Dalam kaitannya dengan SOM ,seperti dikutip dari Hasil Wawancara 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 13
) bahwa: 

" Apabila kita melihat saat ini dinas kami kekurangan tenaga sehingga 
sampai saat ini kami tidak bisa mengontrol bagaimana pengelolaan pasar 
itu sebenarnya, walaupun banyak in.formasi negative tentang penempatan 
pedagang pasar. Dengan jumlah ..f orang sta.f yang ada di bidang 
perdagangan, yang membidangi pasar I orang belum bisa mengatasi ha! 
ini. Satu orang sta.f ini pun masih merangkap pekerjaan lain" 

Dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan Transmigrasi menyatakan bahwa untuk mengontrol bagaimana pengelolaan 

pasar perlu tenaga yang lebih selama ini tenaga pelaksana pasar terbatas hanya l 

orang itupun merangkap pekerjaan lain. 

Begitu juga yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan 14
) bahwa: 

13Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
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" Staf lwmi masih terbatas, be/um ada tupoksi yang mengikat khusus 
menangani pasar. Selama ini pekerjaan mereka merangkapmemang 
secara lisan ada I staf yang kami tunjuk tetapi tupoksinya masih 
mengikuti tupoksi global bidang perdagangan " 

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

menunjukkan bahwa kurangnya tenaga dari Dinas tenaga kerja, Perindagkop dan 

Transmigrasi untuk menangani masalah pasar khususnya masalah pengelolaan 

pasar. Untuk itu perlu adanya tenaga yang lebih fokus di bidang pasar, apabila 

memungkinkan perlu di bentuk lagi Dinas Pasar agar pengelolaan pasar bisa 

berjalan dengan baik, melalui Dinas Pasar inilah petugas dapat mengontrol dengan 

melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pasar. Karena selama ini banyaknya 

pekerjaan dan keterbatasan tenaga itulah yang menyebabkan petugas pelaksana 

pasar kewalahan sehingga jarang turun kelapangan. Berkaiatan dengan sumber 

daya van horn dan van meter mennyatakan bahwa sumber daya ini sanagat 

menpengaruhi keberhasilan proses kebijakan, jika kondisi dilapangan adalah 

seperti yang diungkapkan oleh Dlnas Perindakop maka dapat di katakan proses 

iplementasi kebijakan sanagt sulit untuk dicapai. 

Seperti dikutip dari Hasil Wawancara dengan ketua pasar15
) bahwa: 

"Perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 
sangatlah kurang bisa kita lihat jarangnya mereka turun ke pasar 
meninjau atau memberikan arahan kepada pedagang dan ketua pasar, 
selama ini saya menjabat sebagai kepala pasar seingat saya hanya 2 kali 
dalam setahun meninjau ke pasar. Menurut saya itu kurang maksimal, 
karena banyaknya permasalahn di pasar yang perlu diketahui oleh Dinas 
Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi" 
Dari hasil wawancara diatas kurangnya monitoring dan sosialisasi 

terhadap pedagang dan ketua pasar karena intensitas peninjauan kelapangan hanya 

2 kali dalam setahun sedangkan permasalahan di pasar kemungkinan tiap hari ada, 

14Hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tana Tidung, 12 
April 2016 
15Hasil wawancara dengan Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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bukan hanya masalah pelaku pasar, juga masalah kebersihan pasar, dan terutama 

masalah pengelolaan pasar. 

Seperti dikutip dari Hasil Wawancara Pedagang sayur 16
) bahwa: 

"Perhatian pelaksana pasar sangat luar biasa yang diberikan telapi tidak 
ada realisasinya contoh waktu itu katanya akan me!akukan pembersihan 
sarang laba-laba diplavon dan akan dicat ulang plavon pasar pada 
kenyataannya sampai sekarang tidak dilakukan" 

Dari hasil wawancara ini dapat megambarkan bahwa sumber daya manusia 

sanagat mempengaruhi proses kebijakan van horn dan van meter menegaskan 

dalam teorinya bahawa sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam 

proses implementasi kebijakan, maka melihat kondisi yang terjadi pemerintah 

perlu memperhatiakn kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia 

di Pemerintah daerah khusunya di Dinas perindustrian dan Perdagangan, agar 

mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan. 

Sumberdaya lainnya yakni ketersediaan sarana prasarana. Seperti dikutip 

dari Hasil Wawancara dengan staf pelaksana pasar17
) bahwa: 

"Sarana dan prasarana dipasar be/um memadai karena tidak adanya 
anggaran dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasipernah 
memberikan bantuan alkon untuk kebersihan pasar, itupun be/um cukup 
untuk memenuhi kebutuhan pasar selama ini sarana dan prasarana 
dipenuhi of eh kesadaran dari pedagang itu sendiri contoh air yang ada di 
WC membelinya dengan uang kumpulan dari setiap pedagang" 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pelaksana pasar bahwa sarana 

dan prasarana sangat penting untuk mendukung sistem pengelolaan pasar 

sedangkan yang terjadi dilapangan sarana dan prasarana kurang memadai tetapi 

pihak dinas berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana secara bertahap. 

16Hasil wawancara dengan pedagang sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
17Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
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Begitujuga yang dikemukakan oleh Pedagang Ikan 18
) bahwa: 

" Untuk kamar mandi atau WC tidak ber:fungsi sama sekali, ketua RT 
Setempat mencoba membantu pedagang 1mtuk membelikan profit tank 
(tangki air) kemudian airnya diisi tetapi sekali diisi herikutnya sudah tidak 
terisi lagi tidak ada pengelo/aan keuangan tentang jasilitas sarana dan 
prasarana dipasar" 

Sependapat dengan hasil wawancara pembeli 19 
: 

" Di pasar pada saat hujan pasar bau dan kotor Karena banyaknya 
sampah yang tertumpuk diparit-parit dan selokan-selokan sehingga air 
peceran naik keatas, kurangnya air untuk membersihkan pasar dan tidak 
adanya air di WC menyebabkan WC hau sekali" 

Dari hasil wawancara ini perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk 

menganggarkan dana bagi kepentingan pengelolaan pasar, karena pasar 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, apabila pasar kotor dan bau 

penjual tidak merasa nyaman dan pembeli akan sepi karena tidak sanggup untuk 

mencium aroma pasar yang bau dapat membuat mual dan pusing. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan temyata memang benar terjadi 

penumpukan sampah di depan pasar sampai sampah bau dan berulat. Hal ini di 

karenakan kurangnya kesadaran, kedisiplinan pedagang untuk membuang sampah 

pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitamya.Lambatnya tindakan dari 

pengelola pasar mengenai hal ini begitu juga dengan pihak Dinas. 

Sebenamya pengelolaan sampah ini tugas dari Dinas Perhubungan dan 

pada saat dilakukan penelitian ini pihak DKPP atau penyapu jalanan dan 

pengangkut sampah belum dipekerjakan oleh Dinas terkait karena belum ada 

anggaran, terjadilah hal yang tidak diinginkan pedagang menumpuk sampah di 

depan pasar berharap pengangkut sampah mengambil sampah temyata tidak 

18Hasil wawancara dengan Pedagang lkan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
19Hasil wawancara dengan Pembeli Kabupaten Tana Tidung, 14 April 2016 
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ada.Akibatnya sampah berceceran didepan pasaryang membuat pembeli enggan 

untuk masuk dan berbelanja di dalam pasar, sehingga pasar menjadi sepi. 

Menurut pendapat Van Hom Varn meter Faktor Sumber Daya merupakan 

hal yang paling krusial karena berkaitan dengan tenaga dan keuangan. Sumber 

daya finansial merupakan sumber yang penting karena jika sumber daya manusia 

sudah kompeten namun tidak tersedia dana melalui anggaran maka akan sulit 

untuk merealisasi apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. 

Seperti dikutip dari hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan20
) bahwa: 

" Untuk membentuk tim retribusi kita memerlukan anggaran yang tidak 
sedikit perlu ada dukungan pemerintah untuk mewujudkan ha! ini " 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan menyatakan bahwa perlunya anggaran untuk membentuk tim 

retribusi pasar yang sedikikt anggarannya, menurut beliau perlu adanya dukungan 

dari pemerintah. 

Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh staf pelaksana pasar 21
) bahwa: 

"Mengapa retribusi pasar be/um berjalan sampai saat ini karena 
terbentur anggaran, anggaran lebih di fokuskan pada pembangunan 
infrastruktur dasar, didalam tim retribusi pasar banyak instansi yang 
terlibat terutama dispenda sampai saat ini pun pengurus pasar tidak ada 
honornya karena tidak ada anggaran" 

Begitu juga yang dikemukakan oleh staf pelaksana pasar ada beberapa 

instransi yang terlibat dalam pengelolaan distribusi pasar yaitu dispenda, linmas 

dan satpol pp, pengelola pasar.Sampai saat ini pun pengelola pasar belum 

mendapatkan honor karena retribusi pasar belum berjalan karena memerlukan 

2°Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transrnigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
21Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
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anggaran.Pemerintah saat m1 hanya memfokuskan pada pembangunan 

infrastruktur dasar. 

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara pedagang Ikan 22
) bahwa: : 

" Di Pasar Jmbayud Taka Retribusi pasar belum berjalan . Saya pernah 
berjualan di pasar di daerah 1awa , sistem retribusinya berjalan sangat 
baik pedagang yang mempunyai kios dan los dianjurkan membayar 
retribusi kios dan las serta kebersihan pasar. Ada dua karcis yang 
diberikan kepada pedagang yaitu karcis retribusi kios dan las, serta karcis 
kebersihan pasar dengan penarikanbiaya sesuai dengan ukuran los dan 
kiosnya" 

Berbeda lagi halnya dengan pendapat pedagang ikan berdasarkan 

pengalamannya berjualan didaerah jawa sistem retribusi dipungut dengan 

menggunakan karcis.Ada dua karcis yaitu untuk penyewaan los dan kios serta 

kebersihan pasar sementara di pasar lmbayud Taka belum berjalan, sehingga 

berimplikasi pada ketertiban dalam pengelolaan retribuasi pasar. 

Dari Hasil wawancara ini jika dikaitkan dengan teori Van horn Van meter 

dari segi faktor sumber daya financial perlu adanya tindakan dari pemerintah 

daerah mengenai pengelolaan retribusi pasar ini, pemerintah daerah seharusnya 

memberikan dukungan program dan kegiatan serta anggaran ke Dinas Tenaga 

kerja, Perindagkop dan Transmigrasi mengenai pengelolaan pasar, memang 

infrastruktur dasar itu sangat diperlukan tetapi untuk jangka panjang, sedangkan 

permasalahan retribusi pasar ini sudah lama tidak ada tindakan. Apabila retribusi 

pasar berjalan maka sistem pengelolaan keuangan pasar juga bisa berjalan dengan 

baik, sehingga bisa menambah Pendapatan Ash Daerah (PAD). 

Dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal m1 kebijakan 

pengelolaan pasar belum tentu semuanya bisa ber:jalan sesuai dengan yang 

22Hasil wawancara dengan Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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diinginkan, tentunya ada hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang 

ditemukan. 

Seperti yang dikutip dari hasil wawancara Staf Pelaksana Pasar23
) bahwa: 

" Untuk mengimplementasikan kebijakan Kebijakan Permendag No. 70A1-
DA G/P ER,12 20 I 3 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kami menemukan 
beberapa hambatan dan kendala yaitu anggaran. Selama ini be/um ada 
anggaran khusus untuk mengelola pasar. Anggaran yang digunakan masih 
mengikuti anggaran kegiatan lain dibidang perdagangan yaitu anggaran 
monitoring Sidak sembako, sedangkan dipasar perlu banyak pembenahan 
baik dari Sarana dan Prasarana maupun sistem pengelolaan pasarnya" 

Menurut pendapat staf pelaksana pasar menyatakanbahwa dalam 

mengimplementasi kebijakan sudah sesuai dengan aturan hanya saja hambatan 

dan kendala yang dihadapi selama ini belum adanya anggaran khusus mengenai 

pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung. 

Dari Hasil wawancara di atas memberikan kecenderungan bahwa dari segi 

faktor sumber daya financial yang dikemukakan oleh pakar implementasi 

kebijakan Van Hom dan Varn Meter menganggap bahwa begitu pentingnya 

anggaran, walaupun program dan kegiatan sudah direncanakan tetapi tidak 

disetujui oleh tim TAPD atau disebut dengan Tim Anggaran pemerintah daerah 

maka program dan kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan karena tidak ada 

anggaran. Untuk itu Program dan Kegiatan perlu dipertahankan pada saat asistensi 

dengan Tim T APD dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan transmigrasi. 

Sebaiknya dari Pihak Dinas dapat memberikan pandangan bahwa Pasar Imbayud 

Taka ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah karena pasar Imbayud 

Taka ini adalah salah satu motor penggerak perputaran ekonomi di Kabupaten 

Tana Tidung. 

23Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
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Berdasarkan hasil wawancara, mengenai anggaran untuk program dan 

kegiatan pengelolaan pasar ini tidak dianggarkan secara spesifik, anggaran 

monitoring, dan yang berkaitan dengan pasar masih ditopang oleh anggaran dari 

program dan kegiatan lain. Dengan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

yang biasa disingkat SPPD dengan rincian anggaran I hari Uang harian dibayar 

senilai 500rb, karena pasar Imbayud Taka berada didalam daerah maka yang 

dibayar hanya UH saja yang sudah tennasuk biaya transport dan uang makan 

perhari. Untuk membantu penambahan fasilitas pasarpun seperti Alkon masih 

menggunakan dana kumpulan dari SPPD dari masing-masing PNS. 

Berdasarkan Uraian tentang Sumber Daya ini menunjukkan bahwa 

anggaran sangatlah penting dalam menjalankan semua program dan kegiatan 

untuk pengelolaan pasar, walaupun staf mempunyai keahlian dan staf pelaksana 

banyak belum tentu program dan kegiatan bisa berjalan karena keterbatasan 

anggaran atau bahkan tidak ada sama sekali anggaran. Waktu juga sangatlah 

penting apabila anggaran tidak disetujui tahun ini kemudian baru disetujui tahun 

depan juga bisa berdampak terhambatnya rencana yang sudah disiapkan pasar 

sempat menjadi bertambah kumuh. 

3. Karakteristik Agen pelaksana 

Karakteristik Agen pelaksana merupakan teori terakhir dari Model teori 

implementasi kebijakan Van Hom Varn Meter.Pusat perhatian pada agen 

pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat 

pengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja 

implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri 

43967

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

yang tepat serta cocok misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha 

untuk mengubah perilaku atau tindaklaku manusia radikal, maka agen pelaksana 

projek haruslah berkarateristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. 

Organisasi formal yang dimaksud disini adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan transmigrasi dan organisasi informal yang dimaksud adalah pedagang pasar 

tradisional. 

Dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi mengerti dan jelas apa 

saja yang menjadi tugas mereka dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan 

peraturan menteri perdagangan selain itu juga ada pembagian tugas terhadap apa 

yang menjadi tugas mereka. 

Seperti dikutip dari hasil wawancara Kepala Bidang Perindustrian clan 

Perdagangan 24
) bahwa: 

"Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ada 3 bidang 
yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm khusus bidang 
perdagangan memiliki 4 staf yang membidangi pasar 1 orang setiap 
bidang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan program 
dan kegiatan masing-masing, karena keterbatasan tenaga setiap orang 
merangkap beberapa pekerjaan " 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan mengemukakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan 

Transrnigrasi khusus pada bidang perindagkop terdapat tiga bidang yaitu, 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk bidang perdagangan 

rnernilik 4 staf dirnana staf pelaksana pasar hanya 1 orang saja yang juga 

merangkap pekerjaan yang lain. 

Sikap dan kecendrungan pelaksana lain yaitu ketua pasar 25
) bahwa: 

24Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana 
Ti dung, 12 April 2016 
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" Saya sebagai ketua pasar ditunjuk oleh pedagang pasar dari 2 tahun 
yang lalu tidak ada honor yang diberikan kepada saya jadi selama ini 
saya kerja sosial tidak ada perhatian dari Dinas Tenaga, Kerja dan 
Perindagkop bagaimana nasib kami sebagai pengurus-pengurus pasar" 

Dari pernyataan ketua pasar di atas menunjukkan bahwa sikap dan 

perilaku ketua pasar cenderung spontanitas dalam menyampaikan keluhan-

keluhannya yang sebenarnya memang menjadi haknya pengelola pasar untuk 

mendapatkan hasil dari kerjanya yang selama ini belum diperhatikan oleh Dinas 

terkait. 

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan 

'6 Perdagangan"") bahwa: 

" Kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang menyalahi 
aturan kami ada tim sidak untuk turun meninjau kelapangan, selama ini 
kami juga memberikan teguran kepada pedagang yang melebihi batas 
yang seharusnya " 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan menyatakan bahwaDinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan 

Transmigrasi akan melakukan tindakan tegas melalui tinjauan dan laporan dari 

tim Sidak apabila terdapat indikasi penyalahgunaan aturan yang telah ditetapkan. 

Begitu juga yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar27
) bahwa : 

" kalau ada tindakan dari pedagang yang menyalahi aturan kami teguran 
mbak, kami berikan pandangan, arahan, teguran juga kepada pedagang 
yang menambah meja pasar sampai kedepan" 

Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar 

menyatakan bahwa mereka berupaya memberikan pandangan, arahan serta 

25Hasil wawancara dengan Ketua Pasar dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung.. 15 April 2016 
26Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Transmigrasi 
Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
27Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
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terguran kepada pedagang yang menyalahi aturan terutama mengenai penambahan 

meja pasar ke depan. 

Sedangkan dikutip dari hasil wawancara dengan ketua Pasar28
) bahwa: 

" Saya ditunjuk sebagai ketua pasar oleh pedagang di pasar dipercaya 
untuk mengelola pasar, saya selalu mengingatkan dan menegur apabila 
pedagang menyalahi aturan, untuk kebaikan hersama dan ada heherapa 
pedagang merasa pasar adalah milik mereka" 

Dari hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan teori Van horn Van 

Meter dari segi karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa sosialisasi dan 

pembinaan sudab dilakukan oleb Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan 

Transmigrasi dan ketua pasar tetapi pada kenyataan dilapangan masib ada 

pedagang yang tidak mengikuti aturan dengan menambab meja pasar tanpa seijin 

dari Dinas dan ketua pasar, mengapa pedagang melakukan bal tersebut. 

Sedangkan dikutip dari basil wawancara dengan Pedagang Sayur 29
) babwa: 

" Kami mbak awalnya sudah tertib mengikuti arahan ketua pasar untuk 
tidak menamhah meja pasar sampai kedepan tetapi pedagang lain tidak 
mengikuti arahan,jadi kami tidak maujuga mbak" 

Dari basil wawancara di atas dengan pedagang sayur menyatakan sikap 

pedagang satu dapat mempengarubi sikap pedagang yang lain seperti 

dikemukakan pedagang sayur babwa mereka sudab mengikuti araban dari ketua 

pasar karena ada pedagang yang tidak mengindabkan araban mereka juga jadi 

ikut-ikutan. 

28Hasil wawancara dengan Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung, l S April 201 
29Hasil wawancara dengan Pedagang Ikan Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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Sependapat juga yang dikemukakan oleh pedagang lkan 10
) bahwa : 

" Ya , justru kami menambah meja ada pungutan lagi mbuk saya 
menambah meja ikan membayar lagi sebesar 2juta" 

Berbeda lagi dengan pendapat pedagang ikan mereka justru membayar 

pungutan liar meja ikan sebesar 2 juta rupiah untuk satu meja ikan.Hal ini harus 

menjadi perhatian dari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 

mengapa hal ini bisa terjadi. 

Dari basil wawancara jika dikaitkan dengan Model Van Horn Van Meter 

dilihat dari sumber daya manusia memberi makna bahwa kurang disiplinnya 

pedagang dan kurang adanya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, 

dan Transmigrasi mengenai penambahan meja yang kemudian dijual oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini harus di tindak tegas oleh Dinas 

Tenaga Kerja, Perindagkop, Transmigrasi.Karena bisa jadi semua pedagang ikut-

ikutan menambah meja. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa ciri-ciri atau sifat 

pelaksana yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi kurangtegas, 

walaupun pihak dinas turun langsung dalam penertiban memberikan teguran dan 

pembinaan namun tidak terlalu memberikan efekjera kepada pedagang. 

Begitu juga dengan kepala pasar tidak begitu tegas karena takut pedagang 

merasa tersinggung jadi hanya sebatas teguran saja tidak melakukan tindakan, 

salah satu upaya untuk mengimplementasi kebijakandengan cara menerapkan 

sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuat. 

Dalam peraturan di Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ini 

ada sanksi hukum diatur dalam Surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los pasar 

30Hasil wawancara dengan Pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung, 15 April 2016 
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yaitu sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertentu sebanyak­

sebanyaknya,pencabutan Surat Keterangan penggunaan Kios atau Los, 

pengosongan tempat berdagang, didalam peraturannya larangan bagi pemegang 

surat keterangan disebutkan yaitu : 

1. Setiap pemegang SKPKL dilarang mendirikan, mengubah, menambah, dan 

atau membongkar bangunan bangunan Kios atau Los pasar sebelum 

mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung 

melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan transmigrasi; 

2. Setiap pemegang Surat Keterangan Penggunaan Kios atau Los Pasar dilarang 

memindahtangankan/menyewakan/mengontrakkan hak mempergunakan 

bangunan Kios dan Los Pasar kepada pihak lain dengan cara apapun kecuali 

seizing dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan 

Transmigrasi; 

3. Setiap pemegang Surat Keterangan dilarang mempergunakan Bangunan Kios 

dan Los Pasar untuk dijadikan tempat tinggal atau kediaman; 

4. Setiap pemegang Surat Keterangan dilarang menggunakan bangunan Kios. 

Los dan halaman Pasar/ Pelataran Pasar untuk keperluan: 

a. Menginap memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar dan 

atau meledak kecuali tempat yang khusus disediakan menurut ketentuan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

b. Memperdagangkan hewan kecuali ditempat khusus yang disediakan 

c. Melakukan perbuatan yang menganggu ketertiban wnum serta 

menimbulkan gangguan kesehatan sekitar Pasar; 

43967

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

5. Setiap pemegang Surat keterangan yang menggunakan Bangunan Kios dan 

Los Pasar, untuk usahanya berkewajiban untuk mengatur dagangannya 

sedemikian rupa sehingga tidak menganggu ketertiban, kebersihan, dan 

kesehatan umum; 

6. Berjudi atau perbuatan amoral dalam lingkungan pasar;. 

7. Menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan lingkungan pasar; 

8. Masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk dan atau; 

9. Masuk kedalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/denna, mengemis 

atau mengamen; 

Adapun Sanksi yang akan diberikan apabila pemegang Surat Keterangan 

penggunaan Kios atau Los tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, 

maka dikenakan sanksi yaitu pencabutan atau pembatalan Surat Keterangan 

Penggunaan Kios atau Los Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana atau Dinas 

Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa larangan yang dikeluarkan 

oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, hanya saja sanksi hukum tidak terlalu berat karena tidak 

ada sanksi untuk pemegang SKPKL yang memperjual belikan Los atau Kios 

Pasar. Seharusnya perlu sanksi tegas dan keras bagi pemegang SKPKL yang 

menyewakan dan memperjualbelikan kios sehingga dapat menimbulkan efek jera 

bagi pedagang dan ketua pasar yang tidak bertanggung jawab. 

Berdasarkan Uraian tentang Karakteristik Agen Pelaksana dari Model Van 

Horn Van Meter bahwa Kecendrungan pelaksana adalah menerima dengan baik 

kebijakan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 
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berupaya rnelakukan usaha seperti kornunikasi interaktif kepada para pedagang 

tentang kebijakan tersebut yang tidak lain agar sernua pihak dapat bekerjasarna 

dengan baik sehingga tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai.Sebagai agen 

pelaksana rnereka sudah bersikap keras dan tegas rnenindak sesuai dengan aturan 

yang berlaku.Bagi ketua pasar perlu adanya pernbinaan rnengenai sikap dan 

perilakunya. Dernikian pula bagi pedagang yang kurang rnernatuhi aturan yang 

berlaku seperti rnernbuang sarnpah tidak pada ternpatnya dan rnudah ikut-ikutan 

pada tindakan yang salah seperti rnenarnbah rneja tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan dari Dinas, hal ini perlu rnenjadi perhatian dari Dinas Tenaga kerja, 

Perindagkop, dan Transrnigrasi untuk sering rnelakukan peninjauan dalarn bentuk 

sosialisasi dan pernbinaan terhadap ketua pasar dan pedagang, sehingga Ketua 

pasar dan pedagang tidak rnerasa tidak diperhatikan karena selarna ini hal itulah 

yang rnenjadi keluhan rnereka yaitu kurangnya perhatian. 

4. Penguatan Aktivitas dan Komunikasi antar Organisasi 

Dari teori Model Van Horn Van Meter rnengernukakan beberapa Faktor 

salah satu faktor adalah faktor Penguatan Aktivitas dan Kornunikasi antar 

Organisasi rnerupakan rnekanisrne yang arnpuh dalarn irnplernentasi kebijakan 

publik, yang diwujudkan dalarn bentuk koordinasi dan kornunikasi . Sernakin baik 

koordinasi dan kornunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalarn suatu proses 

irnplernentasi rnaka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, begitu 

sebaliknya. 

43967

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



97 

Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop, dan Transmigrasi31
) bahwa 

" Sampai saat ini belum ada koordinasi dari ketua pasar ha! ini bisa kita 
pahami karena ketua pasar dari segi pendidikan masih rendah, sehingga 
tidak tahu apa yang ia lakukan" 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop 

dan Transmigrasi menyatakan bahwa kurang ada koordinasi dari ketua pasar 

mengenai sistem pengelolaan pasar Imbayud Taka, baik berupa laporan-laporan 

maupun keluhan-keluhan dari pedagang juga belum pemah disampaikan. 

Begitujuga yang dikemukakan oleh Staf Pelaksana Pasar 32
) bahwa: 

"Kurangnya Koordinasi antara saya dan ketua pasar sehingga apa yang 
terjadi dipasar be/um pernah dilaporkan kepada saya jadi beliaulah yang 
mengelola pasar se/ama ini bukan saya " 

Berbeda halnya dengan pendapat Staf Pelaksana Pasar ada koordinasi 

dengan ketua pasar tetapi intensitas koordinasinya kurang ha! ini menyebabkan 

belum adanya laporan-laporan dan keluhan dari pedagang yang disampaikan 

kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi. 

Dikutip dari Hasil wawancara dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan 33
) bahwa: 

" SKPD dan pihak yang terlibat di dalam kebijakan pengelolaan pasar 
yaitu Dinas Tenaga Kerja, perindagkop dan Transmigrasi sebagai 
leadernya, Dispenda, Linmas & Satpol PP, Kecamatan yang mempunyai 
wilayah, Dinas PU dan perhubungan urusan pengelolaan sampah, 
Kapolsek dan danramil untuk keamanan pasar, serta Kepala Desa dan RT 
setempat " 

31Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung, 12 April 2016 
32Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Pasar Kabupaten Tana Tidung, 12 April 2016 
33Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana 
Tidung, 12 April 2016 
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Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian, 

Perindagkop dan Transmigrasi di atas menyatakan bahwa ada beberapaSKPD 

yang terlibat dalam Kebijakan pengelolaan pasar yaitu Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop dan Transmigrasi sebagai leademya, Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan daerah atau lebih dikenal dengan Dispenda yang mengelola keuangan 

retribusi pasar, Dinas PU dan Perhubungan mengenai pengelolaan sampah, 

kapolsek dan danramil untuk keamanan wilayah pasar serta dengan Pihak 

Kecamatan, Kepala desa dan RT setempat yang mempunyai wilayah di mana 

pasar berdiri. 

Dari basil wawancara jika dikaitkan dengan teori Van Hom Van Meter 

dari sisi penguatan aktivitas dan komunikasi organisasi menunjukkanbahwa 

kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi dan staf pelaksana 

pasar ketua pasar merupakan perpanjangan tangan mereka kepada pedagang yang 

ada dipasar. Biasanya ketua pasar secara batin lebih dekat dengan pedagang pasar 

jadi ketua pasar lebih tau apa yang diinginkan oleh pedagang pasar. Seharusnya 

aspirasi dari pedagang kemudian disampaikan atau dikomunikasikan dengan 

pihak Dinas, sehingga apa yang diperlukan oleh pedagang baik dari pengelola 

pasar sampai dengan bantuan pemasaran bisa diupayakan dan dianggarkan oleh 

Dinas. Ketua pasar juga dapat mengatasi masalah internal konflik pedagang. 

Selain itu juga ada SKPD dan pihak yang seharusnya terlibat didalam pengelolaan 

pasar hanya saja sampai saat ini belum adanya sinergitas antar pihak-pihak terkait 

itu yang menjadi persoalan untuk itu perlu adanya koordinasi, sehingga semua 

yang berkepentingan dan merasa memiliki pasar, sehingga diharapkan pasar yang 

bersih dan nyaman bukan tempat pemukiman kumuh. 
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Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori Van Hom Van 

Meter tentang Faktor Penguatan Aktivitas dan Komunikasi menunjukkan bahwa 

hubungan kerja antar organisasi yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja, 

Perindagkop dan Transmigrasi dan pihak-pihak terkait dapat dikatakan belum 

sesuai dengan harapan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang 

menyebabkan pasar kurang diperhatikan. Adanya dukungan dan komunikasi yang 

baik antar SKPD dapat membantu Dinas dalam mengajukan program dan kegiatan 

mengenai pengelolaan pasar. Untuk para pedagang dapat menyampaikan apa yang 

menjadi aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah daerah melalui Dinas 

Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi. Bagi ketua pasar dapat menjadi 

perpanjangan tangan kepada pedagang apa yang diingikan dan dikeluhkan oleh 

pedagang dapat segera dikoordinasikan ke Dinas agar secepatnya dinas 

melakukan tindakan. Bagi pedagang di pasar jangan sungkan-sungkan dan takut 

untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada ketua pasar, selama ini 

semua pihak yang terlibat di dalam sistem pengelolaan pasar masih kurang 

berkomunikasi antar satu sama lain, masih sibuk dengan menjalankan tugas 

masing-masing, sehingga implementasi kebijakan dalam pengelolaan pasar 

Tradisional melalui penguatan aktivitas dan komunikasi antar organisasi belum 

mencapai hasil yang maksimal. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung belum 

mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan Keuangan yang belum 

jelas dan masih menggunakan pembukuan sederhana, pengelolaan retribusi pasar 

peraturan Bupati sudah ada tetapi SK pembentukkan Tim belum berjalan. 

Pengelolaan Sampah yang masih belum jelas tupoksinya siapa yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah.Pengelolaan Sumber daya 

SK pembentukan ketua pasar ada tetapi tidak berjalan dan belum sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Secara umum Implementasi Kebijakan Pengelolaan pasar Tradisional 

Imbayud Taka telah diterapkan namun masih menemui kendala dilapangan. 

Kendala tersebut tercakup dalam empat factor yaitu, Standar dan Sasaran 

kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana dan Penguatan Aktivas 

dan Komunikasi antar organisasi yang umumnya belum sepenuhnya berjalan 

secara efektif. 

Faktor Standar dan Sasaran kebijakan ,bahwa pasar yang ada belum 

memenuhi standar pasar untuk sebuah Kabupaten. Sasaran kebijakan belum 

sepenuhnya tercapai, pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi 

sudah berupaya mengimplementasikan kebijakan hanya saja perlu kerjasama dari 

pedagang dan pengelola pasar karena selama ini pedagang dan ketua pasar masih 

membuat aturan sendiri. 

100 
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Berdasarkan Faktor Sumber daya manusia dapat dilihat bahwa ada dua 

yang sangat penting yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. 

Adapun sumberdaya manusia masih sangat terbatas, tenaga pelaksana 

menjalankan tugas sesuai tupoksinya, tetapi belum ada tupoksi khusus menangani 

pasar masih merangkap pekerjaan yang lain. Karena keterbatasan tenaga inilah 

yang menyebabkan perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan 

Transmigrasi kurang, Begitu juga dengan sumber daya anggaran belum ada 

anggaran khusus menangani masalah pengelolaan pasar, selama ini anggaran 

untuk kegiatan pasar masih ditopang dari anggaran program dan kegiatan lain 

melalui SPPD untuk turun meninjau kelapangan. Besaranjumlah SPPD yang 

diterima cukup besar karena wilayah pasar terletak didalam daerah di Kabupaten 

Tana Tidung. Perhari Uang harian yang termasuk didalamnya biaya transportasi 

dan uang makan sebesar Rp.500 ribu rupiah, terkadang untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas pasar masih menggunakan dana kumpulan dari SPPD program 

dan kegiatan lain seperti membeli alkon dan air bersih. 

Karakteristik Agen Pelaksana, menunjukkan masih kurangnya perhatian 

dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi khususnya pelaksana 

pasar. Kurangnya Kesadaran pedagang karena masih ada pedagang membuang 

sampah tidak pada tempatnya. Tidak adanya transparansi atau keterbukaan 

mengenai pengelolaan keuangan pasar yang dipungut oleh ketua pasar selama ini. 

Faktor Penguatan Aktivitas dan komunikasi antar organisasi ,belum 

berjalan dengan baik . Selama ini hubungan antara Dinas Tenagakerja, 

perindagkop, dan Transmigrasi, pelaksana pasar, pengelola pasar, pedagang dan 

pembeli kendati berjalan dalam bentuk sosialisasi dan peninjauan kelapangan 
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,namun masih belum maksimal . Hal ini dapat dilihat dari berimplikasi pada 

belum terealisasinya pengelolaan retribusi pasar yang terkait Dinas pendapatan 

Daerah (DISPENDA) serta pengelolaan sampah yang belum maksimal. 

B. SARAN 

Saran mengenai factor standar dan sasaran kebijakan yaitu perlunya 

penyusunan regulasi yang sesuai dengan konsep kebijakan yang ideal mulai dari 

formulasi, implmentasi sampai kepada evaluasi kebijakan tersebut. Sebaiknya 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung membentuk SKPD yang langsung berkaitan 

dengan pasar, sesuai dengan perundang-undagan yang berlaku, Agar Sasaran 

kebijakan tepat sasaran. 

Faktor Sumber daya Manusia perlu adanya penambahan tenaga Pegawai 

negeri sipil yang ahli di bidang analisis kebijakan khususnya yang terkait dengan 

pengelolaan pasar tradisional, mempersiapkan tenaga ahli yang dapat di terjunkan 

langsung di lapangan dan melakukan pengawasanterhadapkebijakan-kebijakan 

yang telah di tetapkan. Untuk menangani permasalahan pengelolaan pasar, 

kedepan dapat lebih ditingkatkan dengan membentuk Dinas Pasar sehingga 

pengelolaan pasar lebih focus dilakukan oleh Dinas Pasar. Dari Sumber Daya 

anggaran perlu adanya dukungan pemerintah daerah terkait dengan anggaran 

pengelolaan pasar. untuk SKPD yang terlibat dalam pengelolaan pasar juga dapat 

memberikan masukan-masukan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan 

mengenai pengelolaan pasar. Mengenai Faktor Karakteristik Agen Pelaksana 

perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana pasar dengan cara 
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mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding kepasar yang sudah bagus dan 

layak sistem pengelolaan pasamya. 

Pelaksana pasar hams lebih tegas menindak apabila ada pedagang dan 

pengelola pasar yang melanggar aturan-aturan mengenai pasar yang sudah 

diberlakukan oleh Dinas Tenaga kerja, Perindagkop dan Transmigrasi. Bagi ketua 

pasar hams Iebih tegas dalam menjalankan kebijakan dan menertibkan pedagang 

yang ada di pasar. Tugas dan tanggungjawabnya bukan hanya memungut biaya 

dari pedagang pasar. 

Untuk pedagang pasar tradisional perlu adanya kesadaran yang tinggi 

dalam memelihara lingkungan kebersihan pasar temtama lokasi letak kios atau 

Iosnya tempat pedagang berjualan, membuang sampah pada tempatnya sehingga 

dapat menciptakan pasar bersih dan nyaman. Saran peneliti dari Faktor Penguatan 

Aktivitas dan komunikasi, komunikasi antar Dinas Tenagakerja, perindagkop dan 

transmigrasi dengan pengelola pasar, dan pedagang perlu ditingkatkan melalui 

peninjauan kelapangan yang dilakukan bisa dalam bentuk sosialisasi dan 

pembinaan terhadap pedagang dan pengelola pasar secara berkala baik perbulan, 

pertriwulan maupun persemester. Komunikasi antar SKPD juga perlu 

ditingkatkan terkait dengan pengelolaan pasar sehingga sinergitas antar SKPD 

dapat terwujud. 

Perlu adanya kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tana 

Tidung baik dari SK Kegiatan yang mengatur tentang pengelolaan pasar maupun 

bempa peraturan bupati. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum 

ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan pasar hal ini perlu 
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ditindaklanjuti. Sebaiknya dinas tenaga kerja, perindagkop dan transmigrasi perlu 

melakukan studi banding kedaerah yang sudah maju pengelolaan pasar. 
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PEDOMAN WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL 
IMBA YUD T AKA 

DI KABUPATEN TANA TIDUNG 

A. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00 

1. Menurut Bapak apakah pasar Imbayud taka telah memenuhi standar 
berdasarkan Permendag Nomor MDAG/PER/8/2013 tentang Pedoman 
Sarana dan Pengelolaan Sarana distribusi perdagangan 
Jawab: Pasar Imbayud Tak.a belum memenuhi standar pasar Karena pasar 
ini dibangun tahun 2007, pasar ini dibangun pada saat Tana Tidung masih 
dalam status kecamatan oleh karena itu standarnya ya standar kecamatan 
bukan standar kabupaten kami berharap kedepan Bupati kita lebih 
memperhatikan masalah pasar dan pembangunannya, karena pasar 
merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Tana 
ti dung 

2. Apakah Implementasi Kebijakan Permendag No.70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modemtentang pasar tradisional 
telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung 
Jawab : Kita Berupaya untuk menjalankan Kebijakan Permendag 
No.70/M- DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem dengan 
menyesuaikan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, 
seperti tahun ini bahwa pemerintah pusat dalam nawacitanya akan 
merevitalisasi dan membangun 5000 pasar tradisional kedepan kita akan 
coba mengajukan dana DAK atau TP untuk pembangunan pasar baru dan 
merevitalisasi pasar yang sekarang, pembangunan ini tdak terlepas dari 
keinginan kebijakan permendag tersebut 

3. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah 
untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Harapan kita semua, orang yang berada dipasar baik, pengelola 
pasar, pedagang, pembeli, semua merasa enak, aman, tertib, nyaman dan 
senang dengan berada di pasar tidak ada kesan begitu pulang kerumah 
pasar bau dan kotor membuat kita mual dan pusing. Kondisi pasar 
Imbayud Taka masih jauh dari harapan masih ada keluhan-keluhan seperti 
bau dan kotor, Oleh karena itu kita akan mencoba pasar dikelola oleh 
UPTD atau kedepannya kita akan bentuk Dinas Pasar dengan adanya 
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Dinas Pasar ini bisa lebih fokus dalam mengelola dan menangani masalah 
pasar 

4. Menurut bapak bagaimana kemampuan kepala pasar atas pengelolaan 
pasar dalam menertibkan pedagang 
Jawab : Sampai saat ini belum ada koordinasi dari ketua pasar hal ini bisa 
kita pahami karena ketua pasar dari segi pendidikan masih rendah, 
sehingga tidak tahu apa yang ia lakukan 

5. Menurut bapak bagaimana kemampuan staf pelaksana terhadap 
pembinaan kepada pedagang 
Apabila kita melihat saat ini dinas kami kekurangan tenaga sehingga 
sampai saat ini kami tidak bisa mengontrol bagaimana pengelolaan pasar 
itu sebenamya, walaupun banyak informasi negative tentang penempatan 
pedagang pasar. Dengan jumlah 4 orang staf yang ada di bidang 
perdagangan, yang membidangi pasar 1 orang belum bisa mengatasi hal 
ini. Satu orang staf ini pun masih merangkap pekerjaan lain 

B. Kepala Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00 

1. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja , 
Perindagkop, dan Transmigrasi selama ini mengenai sistem pengelolaan 
pasar berlangsung 
Jawab : Selama ini kami berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan 
permendag No.70 /M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan 
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem melalui 
sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar, dalam 
hal ini penataan produk dagang agar lebih rapi dan terlihat indah, pada 
awalnya semua menanggapi sosialisasi ini satu bulan kemudian sudah 
terjadi perubahan kembali semrawut malah ada penambahan meja pasar 
yang dibuat oleh pengelola pasar 

2. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah 
untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Saya berharap supaya pedagang lebih menjaga lingkungan 
sekitamya agar lebih terlihat bersih dan produk yang dijual bersih dari 
debu dan tertata rapi, begitu juga dengan ketua pasar saya berharap dapat 
mengelola pasar dan lingkungan pasar dengan baik sehingga tercapai 
tujuan kita pasar bersih dan nyaman 
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3. Menurut saudara apakah sistem pungutan retribusi pasar sudah berjalan 
saat ini 
Jawab : Begini mbak, untuk membentuk tim retribusi kita memerlukan 
anggaran yang tidak sedikit perlu ada dukungan pemerintah untuk 
mewujudkan hal ini 

4. SKPD dan lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan pasar 
Jawab : SKPD dan pihak yang terlibat di dalam kebijakan pengelolaan 
pasar yaitu Dinas Tenaga Kerja, perindagkop dan Transmigrasi sebagai 
leademya, Dispenda, Linmas & Satpol PP, Kecamatan yang mempunyai 
wilayah, Dinas PU dan perhubungan urusan pengelolaan sampah, 
Kapolsek dan danramil untuk keamanan pasar, serta Kepala Desa dan RT 
setempat 

5. Menurut bapak bagaimana kemampuan staf pelaksana terhadap 
pembinaan kepada pedagang 
Staf kami terbatas mbak belum ada tupoksi yang mengikat khusus 
menangani pasar selama ini pekerjaan mereka merangkap memang secara 
lisan ada 1 staf yang kami tunjuk tetapi tupoksinya masih mengikuti 
tupoksi global bidang perdagangan mbak. 

6. Bagaimana pembagian tugas bagi staf pelaksana pasar 
Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi ada 3 bidang 
yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm khusus bidang 
perdagangan memiliki 4 staf yang membidangi pasar I orang setiap 
bidang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan program 
dan kegiatan masing-masing, karena keterbatasan tenaga setiap orang 
merangkap beberapa pekerjaan 

7. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan 
Kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang menyalahi aturan 
kami ada tim sidak untuk turun meninjau kelapangan, selama ini kami 
juga memberikan teguran kepada pedagang yang melebihi batas yang 
seharusny 

C. Staf Bidang Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi Kabupaten 
Tana Tidung Pada Tanggal 12 April 2016 jam 08.00 

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan pemerintah 
untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Harapan saya kepada Pemerintah Daerah menyetujui anggaran 
Program dan kegiatan mengenai pasar agar pasar dapat dikelola dengan 
baik, dengan adanya anggaran kita bisa bertindak cepat 
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2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk 
pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung 
Jawab : Sarana dan prasarana di pasar belum memadai karena tidak 
adanya anggaran dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 
pemah memberikan bantuan alkon untuk kebersihan pasar, itupun belum 
cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar selama ini sarana dan prasarana 
dipenuhi oleh kesadaran dari pedagang itu sendiri contoh air yang ada di 
WC membelinya dengan uang kumpulan dari setiap pedagang. 

3. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah 
berjalan saat ini 
Jawab : Untuk mengimplementasikan kebijakan Permendag No. 70/M­
DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem kami menemukan 
beberapa hambatan dan kendala yaitu anggaran. Selama ini belum ada 
anggaran khusus untuk mengelola pasar. Anggaran yang digunakan masih 
mengikuti anggaran kegiatan lain di bidang perdagangan yaitu anggaran 
monitoring, Sidak sembako, sedangkan di pasar perlu banyak pembenahan 
baik dari sarana dan prasarana maupun sistem pengelolaan pasamya, jika 
dibandingkan dengan tenaga pengelola dibidangnya sangatlah mencukupi 
dan memadai, saya yakin jika kucuran dana yang tersedia memang 
melebihi, pasar tersebut cepat pembangunan dan perkembangannya karena 
di kelola baik oleh sumber daya manusia yang memang berkompeten 
didalammnya 

4. Menurut saudara apakah pemilik kios awal masih sama dengan pemilik 
sekarang atau berubah 
Jawab : Pada Awai terbentuknya pasar kami membuat sebuah surat 
pemyataan yaitu SKPKL dalam bentuk Formulir dan Surat yang lengkap, 
untuk pembagian los dan kios pasar kami lakukan pengundian agar adil 
sehungga tidak terjadi kecemburuan antar pedagang. Saat ini penempatan 
Los & Kios sudah tidak sesuai dengan lot awal kami sedang berupaya 
untuk menindaklanjuti 

5. Menurut saudara apakah sistem pungutan retribusi pasar sudah berjalan 
saat ini 
Mengapa retribusi pasar belum berjalan sampai saat ini karena terbentur 
anggaran, anggaran lebih di fokuskan pada pembangunan infrastruktur 
dasar, di dalam tim retribusi pasar banyak instansi yang terlibat terutama 
dispenda sampai saat ini pun pengurus pasar tidak ada honomya karena 
tidak ada anggaran 
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6. Menurut Saudara bagaimana kemampuan kepala pasar atas pengelolaan 
pasar dalam menertibkan pedagang 
Jawab : Kurangnya Koordinasi antara saya dan ketua pasar sehingga apa 
yang terjadi di pasar belum pemah dilaporkan kepada saya jadi beliaulah 
yang mengelola pasar selama ini bukan saya 

7. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan 
Jawab : kalo ada tindakan dari pedagang yang menyalahi aturan kami 
teguran mbak, kami berikan pandangan, arahan, teguran juga kepada 
pedagang yang menambah meja pasar sampai kedepan 

D. Ketua Pasar Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 jam 
12.00 

1. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah 
berjalan saat ini 
Jawab : berjalan tetapi masih menggunakan sistem pembukuan manual 
untuk pengelolaan keuangan jaga malan dan kebersihan. 

2. Apakah ada tinjauan dan Monitoring dari Dinas terkait mengena1 
pengelolaan pasar 
Jawab: Perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi 
sangatlah kurang bisa kita lihat jarangnya mereka turun ke pasar meninjau 
atau memberikan arahan kepada pedagang dan ketua pasar, selama ini 
saya menjabat sebagai kepala pasar seingat saya hanya 2 kali dalam 
setahun meninjau ke pasar. Menurut saya itu kurang maksimal, karena 
banyaknya permasalahn di pasar yang perlu diketahui oleh Dinas Tenaga 
Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi. 

3. Bagaimanakah sikap bapak apabila ada pedagang yang melanggar aturan 
Saya ditunjuk sebagai ketua pasar oleh pedagang di pasar dipercaya untuk 
mengelola pasar, saya selalu mengingatkan dan menegur apabila pedagang 
menyalahi aturan, untuk kebaikan bersama dan ada beberapa pedagang 
merasa pasar adalah milik mereka 

E. Pedagang lkan Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 jam 
14.00 

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan 
pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Harapan saya kepada pemerintah daerah supaya lebih 
memperhatikan kami pelaku pasar, terutama fasilitas kami di pasar dan 
masalah pengelolaan keuangan pasar yang belum jelas kemana arahnya 
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2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk 
pengelolaan pasar lmbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung 
Jawab : Untuk kamar mandi atau WC tidak berfungsi sama sekali, ketua 
RT. Setempat mencoba membantu pedagang untuk membelikan profil 
tank (tangki air) kemudian airnya diisi tetapi sekali diisi berikutnya sudah 
tidak terisi lagi tidak ada pengelolaan keuangan tentang fasilitas sarana 
dan prasarana di pasar 

3. Menurut saudara apakah sistem pengelolaan keuangan pasar sudah 
berjalan saat ini 
Jawab : kalo di Pasar lmbayud Taka Retribusi pasar belum berjalan mbak. 
Saya pernah berjualan di pasar di daerah jawa mbak, sistem retribusinya 
berjalan sangat baik pedagang yang mempunyai kios dan los dianjurkan 
membayar retribusi kios dan los serta kebersihan pasar. Ada dua karcis 
yang diberikan kepada pedagang yaitu karcis retribusi kios dan los, serta 
karcis kebersihan pasar dengan penarikan biaya sesuai dengan ukuran los 
dan kiosnya 

4. Apakah ada tmjauan dan Monitoring dari Dinas terkait mengena1 
pengelolaan pasar 
Jawab: Perhatian pelaksana pasar sangat luar biasa yang diberikan tetapi 
tidak ada realisasinya contoh waktu itu katanya akan melakukan 
pembersihan sarang laba-laba diplavon dan akan di cat ulang plavon pasar 
pada kenyataannya sampai sekarang tidak dilakukan 

5. Menurut saudara apakah benar adanya isu jual beli los kios di pasar. 
Jawab : Ada isu jual beli los dan kios itu benar mbak, saya mengalaminya 
sendiri 5 tahun yang lalu saya membeli los seharga 5 jt mbak, sekarang 
mungkin 7jt bahkan lebih mbak. Pemilik los awal itu bukan saya mbak 
karena saya butuh dan kebetulan losnya kosong jadi saya beli mbak 
dengan harga seperti itu 

F. Pedagang Sayur Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 15 April 2016 
jam 16.00 

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan 
pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Saya berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, 
Perindagkop dan Transmigrasi bisa menertibkan pedagang Kaki Lima dan 
pedagang keliling untuk masuk berjualan di lokasi pasar karena los untuk 
pasar ikan baru terisi 4 meja dari 8 meja ikan, pasar sayur dan ikan 
menjadi sepi karena pembeli lebih memilih untuk membeli di PKL karena 
mudah terjangkau dan pedagang keliling yang praktis datang langsung 
kerumah-rumah 
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2. Menurut saudara apakah benar adanya isu jual beli los kios di pasar .. 
Jawab : Setau saya memang pedagang yang memiliki surat Keterangan 
Penggunaan Kios atau Los sudah tidak sesuai, sekarang saja pemiliknya 
satu orang bisa memiliki 3 meja los dan ada yang disewakan serta 
diperjual belikan 

G. Pembeli Kabupaten Tana Tidung Pada Tanggal 16 April 2016 jam 12.00 

1. Harapan apa saja yang saudara inginkan dari adanya kebijakan 
pemerintah untuk dilaksanakan ketertiban pengelola pasar 
Jawab : Harapan saya kedepannya pemerintah dan pelaku pasar lebih 
memperhatikan masalah kebersihan, pasar yang bersih akan membuat kita 
untuk berlama-lama berbelanja dipasar, untuk pedagang sebaiknya barang 
yang dijual lebih beragam dan variatif agar pembeli puas belanja karena 
kebutuhanterpenuhi 

2. Bagaimana Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk 
pengelolaan pasar Imbayud Taka di Kabupaten Tana Tidung 
Jawab : Di pasar pada saat hujan pasar bau dan kotor Karena banyaknya 
sampah yang tertumpuk diparit-parit dan selokan-selokan sehingga air 
peceran naik keatas, kurangnya air untuk membersihkan pasar dan tidak 
adanya air di WC menyebabkan WC bau sekali. 
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